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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar kewenangan dikeluarkan izin
usaha pertsambangan khusus sementara ditinjau dari undang-undang nomor 4 tahun
2009. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa dasar kewenangan pemerintah
dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus berbentuk sementara kepada
PT. Freeport Indonesia?; Apakah lzin Usaha Pertambangan Khusus berbentuk
sementara PT. Freeport Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan.
Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif dan empiris. Data penelitian
ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau dokumen, serta wawancara kepada
pejabat pemerintahan yang berhubungan langsung terkait dikeluarkannya Izin Usaha
Pertambangan Khusus berbentuk sementara. Kemudian dilakukan analisa secara
deskriptif kuantitatif yang didapatkan dilapangan dan sumber pustaka. Ananlisis
dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan
bahwa dasar kewenangan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan Izin Usaha
Pertambangan khusus bersumber pada undag-undang nomor 4 tahun 2009 sebagai
landasan atas kenangan menteri dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus
berbentuk sementara kepada PT. Freeport Indonesia, yang kemudian menimbulkan
ketidak pastian dari sebuah tindakan hukum dari pemerintah yang dalam hal ini disebut
sebagai sebuah ketetapan melalui sebuah pemberian izin. Dan sebuah bentuk kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah yang ditunjukan melaui pemberian Izin Usaha
Pertambangan Khusus berbentuk sementara yang dimana dalam hal ini justru dalam
analisa penulis tidak menemukan tujuan yang dimaksud sebagai sebuah kebijakan
berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014. Dan penyelesaian yang dapat
dilakukan akibat diberikannya Izin Usaha Pertambangan Khusus berbentuk sementara
tersebut adalah melalui tindakan pemerintah selanjutnya ataupun diselesaikan melalui
pengadilan tata usaha negara.

Kata kunci : dasar kewenangan, pemerintah,izin, kebijakan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat tidak hanya sebagai dasar kedaulatan sebuah negara, namun
sebagai alat untuk melawan penguasa yang absolut. Seperti yang diketahui dalam
sejarah kerajaan-kerajaan di zaman dahulu sampai pada awal abad modern, pada
umumnya di selenggarakan oleh penguasa yang absolut. Bentuk negara seperti itu
terus bertahan sampai beberapa abad lalu dan baru mulai berubah setelah konsep
negara hukum formal muncul, dan hak—hak asasi manusia mulai di perjuangkan.
Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum positif sebagai dasar legalitas atas
sebuah tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarkat demi
terwujudnya rasa aman dan kesejatraan, maksudnya bahwa negara Indonesia termasuk
negara penganut konsep negara hukum modern welvaartsstaat.!

Perkembangannya hukum dibuat dan digunakan oleh penguasa yang mempunyai
kewenangan dan wewenang sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, hukum
sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memuat sanksi.? ltulah salah
satu ciri dari kedaulatan negara hukum modern, di Indonesia hukum tertulis Written
law adalah hukum tertinggi yang menjadi dasar acuan pertama tentang sebuah

perbuatan dibolehkan atau dilarang. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah

! Peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum, Cetakan keempat, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2012, him. 8.

2 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Ull Press,
Jogjakarta, 2003, him. 1.



wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah—daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah,
yang diatur dengan undang — undang”.?

Sehubungan dengan negara hukum, jika dihubungkan dengan tujuan penegakan
hukum demi kesejahteraan masyarakat akan selalu ada pembahasan yang lebih
substantif terkait peran pemerintah sebagai penguasa yang mempunyai wewenang
dalam menjalankan fungsinya yang sering dilihat dari kebijakan-kebijakan yang
tujuannya demi memakmurkan masyarakat. Hal ini sering dikaitkan dengan dengan
pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai negara, dan kemudian di kelolah oleh
perusahaan asing yang berproduksi di Indonesia. Mengingat mineral dan batubara
sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam
yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien,
transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar

memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

3 Ridwan HR, Hukum Admnistrasi Negara, edisi revisi ke 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, him.
17.



Di Indonesia kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai dampak
yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pemberian
kebijakan dalam bentuk izin adalah bentuk kewenangan dan wewenang pemerintah
yang sifathya mengatur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu
kebijakan yang mampu memberikan kesejahteraan adalah dengan memberikan izin
pada perusahaan yang ingin mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, oleh
sebab itu pemerintah di sini sangat - sangat harus mempertimbangkan pemberian izin
dalam mengelolah sumber daya alam di Indonesia.

Oleh karena itu telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, sebab segala perbuatan hukum
akan menimbulkan akibat hukum. Pengaturan dalam mengelolah sumber daya alam
yang dikuasai negara kemudian tertuang dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam UU Pertambangan ini merupakan dasar pelaksanaan dalam pemberian
izin usaha antara pemerintah Indonesia sebagai penguasa tanah di Indonesia dan
investor atau pemodal, baik pemodal individu, kelompok, koperasi, maupun
perusahaan, nasional maupun internasional.

Dalam praktek penerapan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada
PT Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus pada perusahaan yang
menggelolah salah satu sumber daya alam ini kemudian diatur dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Usaha



Pertambangan Khusus adalah izin yang harus dimiliki oleh perusahaan yang bergerak
dibidang pertambangan mineral logam atau batubara, untuk memperoleh Izin Usaha
Pertambangan Khusus tersebut setiap perusahaan harus melaporkan jenis tambang
atau mineral yang akan dikelolah.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus haruslah memerhatikan wilayah
pertambangan sebagai bagian dari perencanaan tata ruang nasional yang merupakan
landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan dan Wilayah Pencandangan Negara,
dalam hal memperoleh izin tersebut pemerintahlah yang mempunyai kewenagan
menentukan kepada siapa Izin Usaha Pertambangan Khusus itu diberikan. Ketentuan
yang menjadi dasar pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus tercantum dalam
Pasal 27 yaitu* :

(1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan
aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk
komoditas tertentu dan daerah Kkonservasi dalam rangka menjaga
keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.

4 Lihat Pasal 27, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.



Dalam Pasal 28 dengan Perubahan status WPN sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan® :

Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;

Sumber devisa negara;

Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatsan sarana dan prasarana;
Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
Daya dukung lingkungan; dan/atau

Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

-~ OO0 OTCE

Kemudian dasar ketentuan di berikannya lIzin Usaha Pertambangan Khusus juga
diatur dalam Pasal 296 :

(1) WUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan
diusahakan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordiansi dengan
pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

Kemudian pemberian lIzin Usaha Pertambangan Khusus itu sendiri dilakukan
dengan dua 2 tahap yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Oprasi Produksi, kedua izin
tersebut merupakan izin bagi perusahaan yang berbadan hukum indonesia dan sedang
melakukan aktivitas pertambangan di Indonesia. Akan tetapi masalah yang ingin
penulis uraikan adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Oprasi Produksi

yang berbentuk sementara kepada PT Freeport Indoenesia. Untuk memperoleh 1zin

Usaha Pertambangan Khusus yang permanen membutuhkan waktu yang lama, karena

5 Lihat Pasal 28, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

¢ Lihat Pasal 29, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.



ada proses serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sesuai Undang-Undang
pertambanagan terlebih dahulu.

Dalam kasus pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus berbentuk sementara
ini tidak mempunyai dasar hukum juga tidak memuat penjelasan bagaimana
kedudukan perusahaan sebagai pemeggang izin dan pemerintah sebagai pemberian
Izin Usaha Pertambangan Khusus berbentuk sementara untuk melaksanakan operasi
produksi. Karena permasalahan pemberian izin disini juga tidak menyelesaikan
sengketa penggantian Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus yang
sedang terjadi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia, 1zin Usaha Pertambangan
Khusus tersebut diberikan kepada PT Freeport Indonesia juga mempunyai batas waktu
hanya delapan bulan sejak tanggal 10 Februari dan akan berakhir 10 Oktober. Dalam
jangka waktu tersebut PT Freeport Indonesia tetap bisa melakukan ekspor konsentrat
jenis mineral logam dengan izin sementara yang diberikan dan usaha penyelesaian
sengketa terus di lakukan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Dengan persoalan Izin Usaha Pertambangan Khusus ini kemudian menjadi suatu
pesoalan hukum karena dalam pelaksanaanya pemerintah dalam tindakannya tidak
menjunjung asas legalitas dan asas kepastian sehingga dampak dari pemberian Izin
Usaha Pertambangan Khusus berbentuk sementara tidak mengubah keadaan dan
kedudukan PT Freeport Indonesia untuk melakukan usaha operasi produksi tambang
mineral seperti sebelum-sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang

Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak menjelaskan cara memperoleh ataupun



mengatur bagaimana pemberian lIzin Usaha Pertambangan Khusus berbentuk
sementara tersebut. Dalam hal ini juga kewenangan pemerintah tidak dilaksanakan
berdasarkan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa ‘“kewenagan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.’

Dalam rangka melaksanakan tugas Undang-Undang pemerintah diberikan
kewewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul
beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret,
ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin, akan tetapi bagaimana
apabila dalam membuat suatu pengaturan pemerintah tidak lagi memerhatikan
landasan yuridis sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam mentaati
norma-norma hukum.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi
pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk
pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota izin untuk melakukan sesuatu
usasha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau

seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.®

7 Lihat Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara.

8 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
him. 168.



Dari penjelasan di atas bahwa perizinan bersifat mengatur dan untuk
mengendalikan suatu organisasi perusahaan atau seseorang, izin diberikan disesuaikan
dengan usaha yang akan dilakukan. 1zin juga menimbulkan akibat hukum antara kedua
pihak yakni Pemerintah dan Pemeggang izin, maka izin disni haruslah dapat
menjelaskan mengenai hak dan kewajiban secara baku. Oleh sebab itu izin disini tidak
dapat digunakan untuk melakukan perbuatan atau usaha di luar ketentuan izin tersebut.
Karena izin yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku maka
kekuatan izin sangatlah penting bagi Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Selain pemberian IUPK sementara kepada PT Freeport Indonesia disamping itu
semua, pemerintah mempunyai alasan bahwa pemberian izin tambang tersebut sebagai
sebuah bentuk kebijakan dari pemerintah menyikapi persoalan yang terjadi dan
menjadikan pemberian IUPK sementara tersebut sebagai cara agar perusahaan
tambang tersebut tidak membawa persoalan izin tersebut kepada pengadilan arbitrase
internasional, karena diyakini akan mengakibatkan kerugian pada banyak pihak, tidak
hanya pada perusahaan dan pemerintah, namun yang paling penting adalah kondisi
buruh yang bekerja pada PT Freeport Indonesia.

Hal inilah yang kemudian menjadi ketidak sesuaian dalam pemberian 1zin Usaha
Petambangan Khusus berbentuk sementara kepada PT Freepor Indonesia, ketentuan
pemberian izin sebagai penertib dan pengatur tidak lagi sesuai seperti fungsinya.
Selain itu pemerintah dalam hal tidak untuk melaksanakan ketentuan peraturan-
peraturan yang sesuai untuk mengatur. Dalam hal ini PT Freeport Indonesia sebagai

pemeggang Izin berbentuk sementara jelas tidak memuat kepastian hukum serta tidak



B.

C.

mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di banding pemeggang izin lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan timbulnya sengketa yang terjadi antara pemerintah dan PT Freepot
Indonesia tidak mencerminkan kepastian hukum dalam pemerintahan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dengan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2017 perubahan keempat
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksaanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara, dalam beberapa pasal hanya memuat mengenai
ketentuan perpanjangan IlUPK, pemurnian hasil tambang dan divestasi saham.

Oleh sebab itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, lzin Usaha Pertambangan Khusus IUPK
PT Freeport Indonesia yang berbentuk sementara juga berkedudukan sebagai badan
usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia menjadi tidak sesuai dan menimbulkan
persoalan hukum yang menurut penulis layak untuk dijadikan penelitian hukum.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul pertanyaan, diantaranya :
1. Apa dasar kewenangan pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan
Khusus sementara kepada PT Freeport Indonesia ?
2. Apakah Izin Usaha Pertambangan Khusus sementara PT Freeport Indonesia
sebuah bentuk kebijakan ?
Tujuan Penilitian

Penilitian ini dianggap penting untuk dilakukan dengan tujuan :
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1. untuk mengetahui dasar kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan Izin
Usaha Pertambangan Khusus berbentuk sementara kepada PT Freeport
Indonesia; dan

2. untuk mengetahui apakah lzin Usaha Pertambangan Khsus berbentuk
sementara PT Freeport Indonesia dapat dikategorikan sebagai sebuah
kebijakan.

D. Tinjauan Pustaka

Kemudian secara umum dalam penelitian ini mengunakan peraturan perundang-
undangan, teori negara hukum, pengertian pemerintah, pengertian keputusan tata
usaha negara, dan pengertian izin sebagai bahan dalam menganilisis permasalahan.
Dalam konsepsinya negara hukum digunakan dalam rangka untuk memberi batasan-
batasan kekuasaan pemerintah yang absolut dan sebagai jaminan penegakan hukum itu
sendiri, dan pengertian pemerintah disini sebagai organ penyelenggara negara yang
bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku dan mempunyai kewenagan dalam
memberikan izin, dan pengertian keputusan tata usaha negara sebagai bahan untuk
mengetahui kedudukan izin usaha pertambangan khusu berbentuk sementara tersebut
menjadi suatu instrumen pemerintah yang harus dilaksanakan, namun jika melihat
bentuk negara hukum yang disebut indonesia tentu persoalan dalam penegakan dan
penerapan hukum itu justru sering di langgar dan diabaikan dengan alasan

kewenangan dan wewenang.
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Penjelasan yang lebih luas dan komprehensif mengenai bentuk Izin Usaha
Pertambangan Khusus sebagaimana yang diatur dalam Undnag-Undnag No. 4 Tahun
2009 akan dibahas di bab 11 dan I1I.

1.  Pengertian lzin

Terdapat beberapa definisi mengenai izin, izin ialah suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan
tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.
Didalam kamus hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai,”overheidstoestemming
door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling aarop in hetalhemeen
belang speciaal toezicht vereist is maar die, in het algemeen, neit als onwenselijk
worden beschouwd.” (perkenaan izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang
atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya
memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap
sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).®

Hukum perizinan adalah suatu bentuk keputusan pemerintah sebagai norma
penutup untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan keadaan
tertentu dalam negara hukum. Izin adalah instrumen yang paling banyak digunakan
dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis
untuk mengemudikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu

° Ridwan HR, Op. Cit., him. 54.
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menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Adapun dalam dalam
arti sempit menyatakan bahwa izin adalah pengikatan aktivitas-aktivitas.

Izin Usaha Pertambangan Khusus yang kemudian disingkat menjadi IUPK
mempunyai pembahasan sendiri karena dari bentuknya izin ini bersifat khusus yang
diberikan untuk suatu obyek yang khusus juga. Dalam Undang-Undang Pertambangan
yang telah diabahas diatas menjelaskan bahwa pertambangan mineral dan batubara
adalah kekayaan ataupun sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, oleh
karena itu pemerintah sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam mempunyai
kewajban untuk mengelola sumber daya alam yang terkandung didalam bumi maupun
diatas bumi semata-mata guna menjamin kemakmuran dan kesejahtraan rakyat
Indonesia.

Izin jJuga mempunyai arti legalitas bagi perseorangan, kelompok, ataupun badan
usaha yang dikeluarkan oleh pejabat untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu
dengan menjalankan kewajiban seperti yang di tetapkan. Artinyah bahwa izin
mempunyai makna sebagai perintah sekaligus larangan yang harus dijalankan dan
dipatuhi oleh perorangan, kelompok, ataupun badan usaha, karena yang memberikan
akibat hukum sebagai bentuk fungsi hukum administrasi.'°

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Izin Usaha Pertambangan Khusus
adalah salah satu bentuk izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan untuk
satu jenis mineral logam, Izin Usaha Pertambangan Khusus disini di berikan sebagai

bentuk dari tanggung jawab negara dalam mengelolah sumber daya alam melalui

10 Prajudi Atmo Sudirjo, Hukum Adaministrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakara, 1989, him. 23.
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perusahan PT Freeport Indonesia. Kemudian izin yang berbentuk sementara disinilah
yang menjadi akar masalah dan mengapa perlu menjadi pembahasan dalam bidang
hukum administrasi negara. 1zin mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai pengatur
juga sebagai syarat suatu perbuatan di bolehkan dengan dasar peraturan perundang-
undangan yang berlaku, namun untuk memahami Izin Usaha Pertambangan Khusus
tersebut akan lebih mudah apabila memahami pengertian izin dalam konsep hukum
administrasi negara Indonesia

Philipus M. Hadjon mengatakan Instrumen perizinan digunakan untuk
mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat
ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur
distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang
demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan
demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara
hukum, yaitu asas legalitas.

Perizinan adalah suatu bentuk keputusan pemerintah sebagai norma penutup
untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan keadaan tertentu
dalam Negara hukum. Izin adalah instrumen yang paling banyak digunakan dalam
hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengemudikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Adapun dalam dalam

arti sempit menyatakan bahwa izin adalah pengikatan aktivitas-aktivitas .
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Berdasarkan pemaparan para pakar tesebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah
perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari
pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: pertama, instrumen yuridis;
kedua, peraturan perundang-undangan; ketiga, organ pemerintah; keempat, peristiwa
konkrit; kelima, prosedur dan persyaratan.'' Kedudukan lzin Usaha Pertambangan
Khusus berbentuk sementara yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia jelas tidak
memenuhi unsur dan melihat prosedur pemberian izin sebagaimana yang diatur
peraturan perundang-undagan dan justru mengakibatkan sengketa antara pemerintah
dan PT Freeport Indonesia.

Oleh sebab itu pemberian izin haruslah di dasarkan pada instrumen yuridis dan
peraturan perundang-udangan yang berlaku, yang tidak lain maka kedudukan negara
sebagai pemberi izin mempunyai kekuasaan lebih tinggi. Fungsi diberikan izin juga
turut mempengaruhi sejauh mana kewenagan pemerintah dalam mengawasi dan
menentukan keberlangsungan izin tersebut, namun dalam pekembangan ilmu
administrasi sering menemui pesoalan mengenai perizinan yang dierikan semata-mata
untuk mendapatkan keuntungan tanpa memerhatikan legalitas dan kepastian hukum.

Izin Usaha Pertambangan Khusus yang menjadi pembahasan itu sendiri adalah

legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukan untuk asing,

1 Ridwan HR, Op. Cit., him. 201 — 202.



15

usaha milik negara, koperasi dan perorangan.'? Izin usaha pertambangan diatur dalam
Pasal 35 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang mengatur tiga macam izin, yaitu :

a. lzin Usaha Pertambangan (IUP);

b. lzin Pertambangan Rakyat (IPR); dan

c. lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*
Pemeggang izin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 38 :

a. Badan usaha;

b. Koperasi; dan

c. Perseorangan.'4

Dengan demikian izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan
yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau
menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan
persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah
disebutkan di atas.
2. Negara Hukum

Apabila kita merujuk konsep negara hukum masa Kkini, maka bangunan dasar
negara harus merespons relitas sosial (sosial reality), dan respons terhadap realitas
sosial agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum

untuk mengikat mereka. Keterikatan warga negara pada hukum meruapkan upaya

untuk menemukan kembali esensi negara didirakan. Bahwa negara didirikan adalah

12 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2010, him. 16.

13 Lihat Pasal 35, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

14 |ihat Pasal 38, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.
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untuk melindungi kemerdekaan individu itu,negara membuat sebagai “alat bantu
sosial” untuk menciptakan keteraturan.!®
Adapun konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain
oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julis Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan
menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat yang mana gerakan tersebut dipelopori
oleh A.V Dicey dengan sebutan The Rule of Law. Menurut Julius Stahl, konsep sebuah
negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechsstaat mencakup 4 elemen penting,
yaitu?® :
1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-udnang; dan
4. Peradilan tata usaha negara.
Sementara itu, M. Scheltema, mengemukakan konsep negara hukum rectsstaat
menyebutkan empat unsur beserta turunannya, yaitu’ :
a) Adanya kepastian hukum, yang unsur adalah :
1. Asas legalitas;
2. Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian
rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;

3. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;

15 Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016, him. 14.

16 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Cetakan Ke-2, Edisi Ke-2,
Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 125.

17 Ridwan, Ni’matul Huda, Zayanti Mandasari (Ed), Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah,
UlII Press, Yogyakarta, 2014, him. 53.
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4. Hak asasi dijamin oleh undang-undang; dan
5. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.
b) Asas persamaan, yang unsurnya adalah :
1. Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti
materiil; dan
2. Adanya pemisahan kekuasaan.
c) Asas demokrasai, yang unsurnya adalah :
1. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
2. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen; dan
3. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
d) Asas pemerintahan untuk rakyat, unsurnya adalah :
1. Hak asasi dijamin dengan UUD; dan
2. Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Sedangkan dalam the rule of law umumnya dialamatkan pada gagasan negara

hukum yang dikemukakan oleh A.V Dicey, yaitu®® :

1. The Rule of Law, memiliki arti bahwa supremasi absolut atau dominasi
hukum yang bertentangan dengan kekuasaan sewenang-wenang, dan
meniadakan eksistensi kesewenang-wenangan eksistensi prerogatif, atau
meniadakan keberadaan kekuasaan diskresi yang luas dari pemerintah;

2. The Rule of Law, berarti kedudukan yang sama di depan hukum, atau

kesetaraan semua orang pada hukum yang dilaksanakan melalui peradilan

18 1bid, him. 55-56.
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biasa. The rule of law pada konsep ini adalah meniadakan ide kedudukan
ekslusif para pejabat lainya dari kewajiban tunduk pada hukum yang
mengatur warga negara atau bebas dari yuridiksi peradilan biasa; dan

The Rule of Law, digunakan sebagai rumusan untuk mengungkapkan fakta
bahwa hukum konstitusi, aturan-aturan yang diluar negeri umumnya
merupakan bagian dari konstitusi, bukan merupakan sumber hukum tetapi
konsekuensi hak-hak individu, sebagaimana ditentukan dan ditegakan

melalui peradilan.

Menurut Brian Jones dan Katharine Thompson, rumusan the rule of law dibagi

atas tiga hal, yakni'® :

1.

2.

Tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang;

Kedudukan yang sama di depan hukum; dan

Perlindungan kebebasan warga negara adalah hasil dari undang-undang
biasa dan keputusan judisial, bukan persoalan apriori jaminan hak-hak

konstitusional.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut maka, hukum dibangun dan digunakan

sebagai dasar negara dengan badan pemerintahannya agar dalam setiap tindakan

dilakukan berdasarkan hukum untuk menhindari kesewenang-wenangan. Dalam

konteks

ini indoensian yang menerapkan konsep rechtsstaat kemudian

mengrefleksikan dasar hukum dalam Undang-Undang Dasasr 1945 sebagai konstitusi

dan pijakan untuk tetap melindugi tujuan dasar negara indoenesia itu sendiri.

19 1bid.
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Menurut Sudargo G. Ada tiga ciri negara hukum yaitu? :

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap seseorang;

2. Asas legalitas; dan

3. Pemisahan ekuasaan.
3. Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-
kewenangan, serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta
pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.
Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan
lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.
Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta
undang-undang diwilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan
yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan
kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya
menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya
termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan
dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak,
militer, dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu,
pelayanan ( public service ), pembangunan (development), pemberdayaan

(empowering), dan pengaturan (regulation).?

20 Fajlurrahman Jurdi, Op. Cit., him. 21.
2L Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Administrasi, Laksbag Presindo, Yogyakrta,2008,
him. 41.
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Menurut Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan
sebagai berikut:

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti
“fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi
pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan
ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan:
keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan
hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari
penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.??

Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi
penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi.
Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan
saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber
daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.?

4.  Pengertian Tata Usaha Negara

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004 merumuskan bahwasanya “Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan

22 praduji Admo sudirjo, Op.Cit., him. 19.
23 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Govermance Melalui Pelayanan Publik, UGM Press,
Yogyakarta,2008, hlm. 78.
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan
final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Berdasarkan pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat
dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986, jika diuraikan apa yang dimaksud dengan
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan ditemukan unsur-unsurnya sebagai
berikut:?

1. Penetapan tertulis;

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

4. Bersifat konkret, individual dan final;

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Unsur ini menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 angka 3 harus merupakan penetapan tertulis. Penjelasan pasal
1 angka 3 menyebutkan bahwa “istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada
isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun
yang disyaratkan tertulis bukalah bentuk formalnya seperti surat keputusan
pengangkatan dan sebaliknya”.

Oleh karena bentuk formal dari suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjadi syarat mutlak agar penetapan

tertulis tersebut dapat disebut atau termasuk Keputusan tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, maka penjelasan pasal 1 angka 3

24 R.Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, him.
17.
%5 |bid., him. 18.
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menyebutkan lebih lanjut bahwa sebuah memo atau nota akan merupakan suatu

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila sudah jelas dalam hal :2¢

1.

2.

3.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
Maksud serta mengenai hal apa isi dari memo atau nota itu;

Kepada siapa memo atau nota itu ditunjukkan dan apa yang ditetapkan di

dalamnya.

E. Defini Oprasional

1.

Dasar kewenangan dikeluarkan 1zin Usaha Pertambangan Khusus sementara
kepada PT Freeport Indonesia.

Negara hukum yang dimaksud adalah pemerintah indonesia dalam hal ini
yang diwakili Kemennterian Energi dan Sumber Daya Mineral yang
mempunyai kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus
berbentuk sementara.

Pengertian lzin yang disini adalah suatu bentuk persetujuan yang
mempunyai akibat hukum dan menjadikan sebuah perbuatan menjadi
menjadi boleh dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan Khusus berbentuk
sementara.

Pemerintah adalah badan yang mempunyai kewenangan dan wewenang
untuk bertindak berdasarkan peraturan perundang-undagan dimana termasuk
memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah instrumen hukum atau

keputusan yang menjadi landasan dalam tindakan hukum pemerintah.

% 1bid., him. 19.
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F. Metode Penelitian

1.

2.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dasar Kewenangan Dikeluarkan [UPK

Sementara Kepada PT Freeport Indonesia, dan tindakan pemerintah yang

disebut sebagai sebuah kebijakan.

Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subyek penelitian penulis untuk mengumpulkan

informasi adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara

dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, merupakan penelitian empiris mengenai Dasar

Kewenangan Dikeluarkan IUPK Sementara itu kemudian penelitian ini

dilakukan dengan melihat aturan hukum positif tentang bagaimana izin

seharusnya serta kaidah- kaidah hukum dan melalui doktrin yang dijadikan

sebagai sumber hukum.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a) Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asalanya yang belum
diolah dan diuraikan. Pada umumnya data primer mengandung data yang
bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan.

b) Data sekunder
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1. Bahan hokum primer dalam bentuk Undang-Undang No. 4 Tahun
2009 Tentang Pertambnagan Mineral dan Batubara.

2. Bahan hukum sekunder dalam bentuk rancangan peraturan
perundang-undangan, literatur, jurnal yang berkaitan dengan
pertambangan mineral dan batubara.

3. Bahan hukum tersier dalam hal ini berupa kamus hukum, kamus
bahasa, ensiklopedia hukum, dan ilmu lain yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengajukan
pertanyaan langsung kepada seseorang informan atau seorang ahli yang
berwenang dalam suatu masalah mengenai perizinan.

b) Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta
pengumpulan data melaui studi pustaka dan studu dokumen atau arsip
yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini pada prinsipnya penelitian

hukum normatif, karena yang diteliti adalah masalah yang berkaitan dengan

faktor yuridis. Pendekatan normatif disini maksudnya adalah permasalahan
dari sudut padanng atau menurut nilai-nilai normatif yang terkandung dalam
suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mencoba

menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis hal-hal mengenai
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pengertian izin dan bentuk izin usaha pertambangan khusus yang berbentuk
sementara. Untuk menganalisis permasalahan penulis mempelajari
penerapan-penerapan norma hukum, kaidah hukum yang dilakukan dalam
praktik hukum, kemudian dari hasil penelaahan tersebut juga ditujukan

kesesuaian dengan keadaan konkritnya.

6. Metode Analisis Data
Metode Analisis Data merupakan metode pada saat diperolehnya dan
diolahnya data, maka untuk menganalisa tersebut dilakukan dengan
dianalisis secara deskriptif kuantitatif yang didapatkan dari sumber bahan
primer maupun bahan hukum sekunder. Dengan cara penganalisian data
yang diperoleh dari perpustakaan setelah di seleksi berdasarkan masalah,
dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disusun
secara sistematis, untuk mendapatkan suatu kesimpulan sehingga diperoleh
gambaran atas jawaban permasalahan.
G. Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun menjadi 4 bab, Bab | yaitu pendahuluan yang menjelaskan
mengenai mengapa penelitian ini dibuat dan dibahas menjadi suatu objek penelitian
serta untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Bab Il
tinjaun pustaka yaitu menjelaskan secara komprehensif terkait peraturan perundang-
undangan dan teori yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian

diantaranya, teori negara hukum, pengertian pemerintah, pengertian keputusan tata
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usaha negara, dan konsep perizinan. Bab Il hasil penelitian dan pembahasan, dalam
bab ini penulis akan menyajikan mengenai hasil penelitian yang merupakan
pembahsan dari rumusan masalah yang ada mengenai dasar kewenangan dikeluarkan
Izin Usaha Pertambangan Khusus berbentuk sementara kepada PT Freeport Indonesia
dan apakah lIzin Usaha Pertambangan Khusus berbentuk sementara tersebut dapat
dikategorikan sebagai kebijakan. Bab IV penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari

hasil penelitian beserta saran yang penulis berikan.



BAB 11
SISTEM PERIZINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DI NEGARA HUKUM

A. Pengertian Negara Hukum

Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya
pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.?’ Hal ini berarti menunjukan alat-alat
negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku
dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu.?® Pengertian lain negara hukum
secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti
segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur
negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.?®
Pembatasan kekuasaan sebagaimana konsep negara hukum juga tertulis pada Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat
(1)“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar” %

Didalam perpustakaan hukum indonesia istilah negara hukum pada umumnya
dianggap dari tersjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu; rechtstaat dan the role of

law. Tetapi rechtstaat dan the role of law mempunyai latar belakang dan pekembagaan

27 Bahder Jonan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung,
2013, him. 1.

28 1bid., him. 2.

29 Abdul Azis Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar,
Celeban Timur Yogyakarta, 2011, him. 8.

30 Lihat UUD 1945, Pasal 4 ayat (1).

28
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yang berbeda. Rechtstaat banyak dianut oleh negara Eropa Kontinental yang bertumpu
pada sistem civil law. Sedangkan the role of law banyak dianut oleh Anglo saxon yang
bertumpu pada sistem common law.

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui
tentang gagasan timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran
tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara
atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh plato dan
kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh aristoteles.3*

Secara embriorik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oeh Plato, ketika ia
menulis Nomomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya, sementara
dalam dua tulisan pertama, Politeria dan Poliricos, belum muncul istilah negara
hukum. Dalam Nomomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang
baik ialah didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.3?

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh
muridnya, aristoteles, yang menulisnya dalam buku Politics. Menurut Aristoteles,
suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan
hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:33

a. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum;

b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada

ketentuan-ketentuan  umum, bukan hukum vyang dibuat secara

sewenangwenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;

31 Tahir Azhari, Negara Hukum Indonesia, Ul Press, Jakkarta, 1995, him. 19.
%2 Ridwan HR, Op.Cit., him. 2.
33 Op.Cit., him. 2.
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c. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan
atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan
secara despotik.

Menurut Prof. Wirjono Projadikoro dalam buku yang sama bahwa,
penggabungan kata-kata Negara dan Hukum, yaitu istilah ‘“Negara Hukum” berarti
suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi :3*

1. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari
pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara
maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-
wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang
berlaku;dan

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-
peraturan hukum yang berlaku.

Sedangkan beberapa para ahli mendefenisikan negara hukum berbeda - beda
seperti yang di kemukakan D. Muthiras negara hukum adalah negara yang susunan
diatur dengan sebaik - baiknya dalam Undang - Undang sehingga segala kekuasaan
dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak
sendiri - sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum

itu ialah negara yang diperintah oleh orang — orang tetapi oleh Undang — Undang.®

34 Abdul Azis Hakim, Op.Cit., him. 9.
% Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajad, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan
Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2004, him. 24.
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Dalam konteks negara hukum Negara Republik Indonesia sebagai negara yang
lahir pada zaman modern, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara
hukum.

Negara Republik Indonesia menurut undang — undang merupakan negara hukum
(rechsstaat).>” Menurut Hamid S. Atamimi, bahwa Negara Indonesia sejak didirikan
bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai
Reechtstaat. Bahkan Reechtstaat Indonesia itu ialah Reechtstaat yang “memajukan

(13 (13

kesejahteraan umum®, “mencerdaskan kehidupan bangsa

3

¢, dan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Reechtstaat itu ialah Reechtstaat yang
materil, yang sosialnya, yang oleh bung Hatta disebut negara pengurus, suatu
terjemahan Verzorgingsstaat.®® Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan
sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.3®

Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental
seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham the
rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada Tahun 1885 menerbitkan
bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution. Paham the rule of law
bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau common law system.*0

Lalu Pada masa sekarang ini, hampir semua negara-negara di dunia menganut

negara hukum, yakni yang menempatkan hukum sebagai aturan main penyelenggaraan

3 Syaiful Bhakri, llmu Negara dalam Konteks Neagra Hukum Modern, Total Media,
Yogyakarta, 2010, him. 159.

37 Prajudi Atmo sudirjo, Op.Cit., him. 9.

38 Op.Cit., him. 18.

39 Sudargo Gautama, Pengertian Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973, him. 20.

40 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015,
him. 181.
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kekuasaan negara dan pemerintahan. Sebagai negara hukum, sudah barang tentu
indonesia memiliki hukum administrasi negara, sebagai instrumen untuk mengatur dan
menyelenggaran tugas-tugas pemerintahan negara. Dalam negara hukum, hukumlah
yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya,
yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri.*
Penyelenggaraan negara hukum sekarang ini pada umumnya diakui bahwa yang
dimaksud negara hukum tidak sekedar memenuhi formalitas dalam bentuk lahirnya
yaitu adanya ketentuan hukum yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan
negara atau pemerintahan, serta mengatur warga negara. Tetapi harus diperhatikan
pula segi isi, nilai, serta kegunaan aturan hukum itu.Apakah secara material isi dan
nilai hukum sesuai dengan kesadaran etis dan kesadaran hukum masyarakat, sesuai
dengan watak dan kepribadian bangsa yang bersangkutan.*?
1. Konsep Negara Hukum

Kemudian setelah mengetahui istilah dan pengertian negara hukum diatas
berdasarkan pendapat para ahli, konsep negara hukum itu kemudian berkembnag
dalam dua sistem yang berbeda. Konsep negara hukum secara umum dibedakan
menjadi Anglo Saxon dan Eropa Kontinental.*®

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan
(rechtsstaat), konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme

sehingga sifatnya revolusioner, konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum

41 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
him. 45.

42 Diana Halim Kuntjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004,
him. 35.

43 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him. 65.
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continental yang disebut civil law dan karakteristik dari sistem hukum civil law adalah
administratif.** Negara hukum menurut konsep Anglo Saxon yang dinamakan (rule of
law), konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Konsep the rule of law
bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law dan karakteristik dari sistem
hukum common law adalah judicial .*
a. Negara Hukum Eropa Kontinental

Konsep negara hukum dari sistem hukum eropa kontinental ini adalah hukum
memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang
berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau
kompilasi tertentu. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dan
kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau pergaulan atau hubungan dalam
masyarakat diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Hakim menurut
sistem eropa kontinental ini tidak leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat masyarakat. Putusan hakim dalam suatu perkara hanyalah
mengikat pihak yang berperkara saja (doktrins Res Ajudicata).*®

Eropa kontinental dengan sitem hukum Civil law dikenal juga sebagai Romano-
Germanic Legal System atau sistem hukum Romawi-Jerman. Hal ini karena sejarah
kelahiran sistem civil law yang sangat dipengaruhi sistem hukum Kerajaan Romawi

dan Negara Jerman kala itu. Sebagai sistem hukum yang mendapat pengaruh kerajan

4 Tahir Azhari, Op.Cit., him. 86.
5 1bid., him. 87.
46 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, him. 5.
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Romawi, Civil law merupakan sistem hukum tertua sekaligus paling berpengaruh di
dunia.*’

Berawal sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan
tertulis pertama yang disebut sebagai “Twelve Tables of Rome”. Sistem hukum
Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia seiring meluasnya Kerajaan
Romawi. Sepuluh abad kemudian, atau pada akhir abad V M oleh kaisar Romawi
Justinianus kumpulan-kumpulan peraturan ini dikodifikasikan sebagai Corpus Juries
Civilize (hukum yang terkodifikasi), yang penulisannya selesai pada tahun 534 M. Ada
empat hal yang dimuat dalam Corpus Juries Civilize, yaitu:*

1. Caudex, yakni aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para

kaisar sebelum Justinianus;

2. Novellag, yakni aturan-aturan hukum yang diundangkan pada masa

kekaisaran Justinianus sendiri;

3. Institutie, yakni suatu buku ajar kecil yang dimaksudkan sebagai pengantar

bagi mereka yang baru belajar hukum;dan

4. Digesta, yakni sekumpulan besar pendapat para yuris romawi ketika itu

mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan semua hukum yang
mengatur warga Negara Romawi.

Menurut sistem ini, hukum haruslah dikodifikasi sebagai dasar berlakunya
hukum dalam suatu negara. Ketika Eropa memiliki pemerintahan sendiri, hukum

Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara.

47 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1998, him. 17.
48 Syaiful Bhakri, Op.Cit., him. 120.
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Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental adalah,

bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Model sistem

seperti ini dipelopori oleh diantaranya Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl.

Menurut Stahl konsep sistem hukum ditandai oleh empat unsur pokok:*°

1.

2.

3.

4.

Perlindungan hak asasi manusia;
Pembagian kekuasaan;
Pemerintahan berdasarkan undang-udnang; dan

Peradilan tata usaha negara.

Prinsip hukum eropa kontinental melalui keempat unsur tersebut diwujudkan

dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun sistematis di dalam

kodifikasi atau kompilasi tertentu. Tidak ada hukum selain undang-undang, yang

tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum itu sendiri. Dan kepastian hukum

hanya dapat diwujudkan jika pergaulan atau hubungan dalam masyarakat diatur

dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.>®

Sejalan dengan pertumbuhan negara-negara nasional di eropa, yang berorientasi

pada unsur kedaulatan (sovereignty), termasuk untuk menetapkan hukum, maka yang

menjadi sumber hukum di dalam sistem Eropa Kontinental meliputi:®*

1.

2.

Undang-Undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislative;

Peraturan-peraturan yang dibuat pegangan kekuasaan eksekutif berdasarkan

wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang; dan

4 Fajlurrahman Jurdi, Loc.Cit.
%0 Sudargo Gautama, Op.Cit., him 30.
51 Ibid., him. 6.
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3. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh

masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan sumber-sumber hukum yang digunakan, maka sistem hukum Eropa
Kontinental dibagi dalam dua golongan yaitu penggolongan ke dalam bidang hukum
publik dan penggolongan ke dalam bidang hukum privat. Hukum publik mencakup
peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa negara
serta hubungan-hubungan antara masyarakat.>?

Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur
tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi
hidupnya. Termasuk dalam hukum publik adalah hukum tatanegara, hukum
administrasi negara, hukum pidana dan lain-lain. Dan yang termasuk hukum privat
meliputi hukum sipil dan hukum dagang.>®

Kodifikasi hukum menurut sistem hukum eropa kontinental merupakan sesuatu
yang sangat penting untuk mewujudkan kepastiam hukum. Karena negara-negara yang
menganut sistem hukum ini akan selalu berusaha menciptakan kodifikasi-kodifikasi
hukum sebagai kebutuhan masyarakat. Kodifikasi hukum eropa kontinental bersumber
pada kodifikasi hukum hang berlaku di kekaisaran Romawi yaitu "Corpus Juries
Civilize" pada pertengahan abad VI Masehi dari Kaisar justhinianus yang setelah
revolusi Perancis (1789-17951) dijadikan sebagai "Code Civil" yang mulai berlaku
pada 21 Maret (1804).5* Oleh Belanda Code Civil Perancis dijadikan sebagai KUHPer

(1838), begitupun dengan Code de Commerce Perancis (1807) dijadikan sebagai

52 Syaiful Bakhri, Op.Cit., him. 65.
53 Tahir Azhari, Op.Cit., him. 59.
54 Sudargo Gautama, Op.Cit., him. 30.
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KUHD Belanda (1811-1838). Berdasarkan asas konkordansi keduanya dijadikan
sebagai BW dan WvK bagi negara-negara jajahan Belanda, termasuk di Indonesia
(1848). Berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 BW (KUHPer.) dan WvK(KUHD)
masih berlaku di Indonesia hingga sekarang.%®
b.  Negara Hukum Anglo Saxon

Sistem ini dikenal pula dengan istilah "Anglo Amerika”, mulai berkembang di
Inggris pada abad XI yang disebut sebagai sistem "Common Law" dan "Uri Written
Law". Sistem "Anglo Amerika" melandasi hukum positif di negara-negara Amerika
Utara, seperti Kanada dan negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia serta
USA.%®

Dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum baku. Sumber hukum tertinggi
hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan / telah menjadi
keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang
kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System atau Un Written
Law (hukum tidak tertulis).’

Sejarah hukum common law dimulai dari tahun 1066 ketika sistem pemerintahan
di Inggris bersifat feodalistis, dengan melakukan pembagian wilayah-wilayah yang
dikuasakan ke tangan Lord dan rakyat harus menyewanya kepada Lord tersebut.
Kekuasaan Lord yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk pengadilan
sendiri yang dinamakan dengan minoral court. Pengadilan ini menjalankan tugasnya

berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang ditetapkan oleh Lord sendiri.

55 Op.Cit., him. 31.
%6 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit., him. 40.
57 Op.Cit., him. 45.
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Akibatnya muncul kesewenangan dan berbagai penyelewengan yang juga melahirkan
pemberontakan-pemberontakan hingga akhirnya tercium oleh Raja Henry Il (1154-
1180).58

Kerajaan Inggris lantas berinisiatif mengambil beberapa kebijaksanaan, yaitu:%°

1. Disusunnya suatu kitab yang memuat hukum Inggris pada waktu itu. Agar
mendapatkan kepastian hukum kitab tersebut ditulis dalam bahasa latin oleh
Glanvild chief justitior dari Henry 1l dengan judul Legibus Angliae;

2. Diberlakukannya writ system, yakni surat perintah dari raja kepada tergugat
agar membuktikan bahwa hak-hak dari penggugat itu tidak benar. Dengan
demikian tergugat mendapat kesempatan untuk membela diri;

3. Diadakannya sentralisasi pengadilan (Royal Court) yang tidak lagi
mendasarkan pada hukum kebiasaan setempat melainkan pada Common
Law, yang merupakan suatu unifikasi hukum kebiasaan yang sudah diputus
oleh hakim (yurisprudensi). Hal ini menjadi langkah besar bagi kemajuan
hukum di Inggris pada masa itu.

Namun dalam pelaksaannya mengalami masalah dan keterbatasan, untuk itu

rakyat inggris mencari keselarasan, maka pengadilan Inggris melakukan reorganisasi
(judicature act) pada tahun 1873-1875, yaitu meletakkan satu atap pengadilan Royal

Court dan Court of Chancerry. Penyelesaian-penyelesaian perkara tidak lagi berbeda,

%8 peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit.
%9 Usep Ranawijaya, Op.Cit., him. 224.
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yakni perkara-perkara Common Law (cases at Common Law) maupun perkara-perkara
Equity (cases at Equity) sama-sama diajukan ke salah satu pengadilan tersebut.®°

Konsep negara hukum Anglo-Saxon Rule of Law dipelopori oleh A.V Dicey
(Inggris). Menurut A.V Dicey, konsep rule of law ini menekankan pada tiga tolok ukur
yaitu :51

1. The Rule of Law, memiliki arti bahwa supremasi absolut atau dominasi
hukum yang bertentangan dengan kekuasaan sewenang-wenang, dan
meniadakan eksistensi kesewenang-wenangan eksistensi prerogatif, atau
meniadakan keberadaan kekuasaan diskresi yang luas dari pemerintah;

2. The Rule of Law, berarti kedudukan yang sama di depan hukum, atau
kesetaraan semua orang pada hukum yang dilaksanakan melalui peradilan
biasa. The rule of law pada konsep ini adalah meniadakan ide kedudukan
ekslusif para pejabat lainya dari kewajiban tunduk pada hukum yang
mengatur warga negara atau bebas dari yuridiksi peradilan biasa; dan

3. The Rule of Law, digunakan sebagai rumusan untuk mengungkapkan fakta
bahwa hukum Kkonstitusi, aturan-aturan yang diluar negeri umumnya
merupakan bagian dari konstitusi, bukan merupakan sumber hukum tetapi
konsekuensi hak-hak individu, sebagaimana ditentukan dan ditegakan
melalui peradilan.

Sumber-sumber dalam sistem Anglo Saxon (putusan hakim, kebiasaan dan

peraturan administrasi) tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu seperti

60 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PS HTN Ul
dan Sinar Bakti, Jakarta, 1998, him. 182.
61 Ridwan, Ni’matul Huda, Zayanti Mandasari (Ed), Loc.Cit.
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di dalam sistem eropa kontinental. Selain itu peranan hakim dalam sistem Anglo Saxon
berbeda dengan peranan hakim pada sistem eropa kontinental. Pada sistem Anglo
Saxon, hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan
menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar
yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang
yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan
prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk
memutuskan perkara yang sejenis.%?
2. Negara Hukum Indonesia

Khusus untuk Indonesia, istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan
rechtstaats atau the rule of law. Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada
sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang rechtstaats mulai populer pada abad ke
XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja.53
Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti yang
telah dibahas sebelumnya oleh Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.
Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun
1885 dalam bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution. Paham the
rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau common law system.®*

Menurut Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia

adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan

62 padmo Wahjono dalam | Dewa Gede Admaja, Op.Cit., him 81.
83 padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, him. 30.
8 Tahir Azhari, Op.Cit., him. 45,
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belaka (machtsstaat).®® Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum
merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat. Istilah rechtsstaat mulai populer di
Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.®® Negara
hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan
hukum.®” Secara Etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (state), Belanda
(staat), Italia (e’tat), Arab (daulah). Kata staat berasal dari kata Latin, status atau
statum yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan
diri.®® Pada kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara
di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara
ketertiban hukum (rectsorde). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan
sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.®®

Prof. R. Djokosutono SH mengatakan, bahwa negara hukum menurut UUD 1945
adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat, negara adalah
merupakan subjek hukum, dalam arti Rechtstaat (badan hukum publik). Karena negara
itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat di tuntut di depan
pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.®

Selanjutnya penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa “Pemerintah

berdasarkan atas sistem Konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme

% Diana Halim Koentjoro, Op.Cit., him. 45.

% Ni’matul Huda, Op.Cit., him. 73.

67 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005,
him. 17.

% Mexsasi Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indoenesia, Refika Aditama, Bandung, 2011,
him. 23.

89 Sudargo Gautama, Op.Cit., him. 41.

70 Kansil, Christine, Perbandingan Hukum Administrasi Negara, PT RINEKA CIPTA, Jakarta,
2010, him. 25.
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(kekuasaan yang tidak terbatas), karena kekuasaan Eksekutif dan Administrasi, di
Indonesia berada dalam satu tangan, yaitu ada pula Presiden maka Administrasi harus
berdasar atas sistem Konstitusional tidak bersifat Absolut. Arinya Administrasi dalam
menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundangan.’*

Prof. Dr. Ismail Suny. SH, M.C.L., dalam buku beliau Mekanisme Demokrasi
Pancasila mengatakan, bahwa negara Hukum Indonesia memuat unsur-unsur:’2

a) Menjunjung tinggi hukum.

b) Adanya pembagian kekuasaaan.

c) Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta remedi-remedi

prosedural untuk mempertahankannya.

d) Dimungkinkan adanya Peradilan Administrasi.

Sebagai negara hukum, setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan haruslah
berdasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur).”® Maka dalam
paham negara hukum indonesia, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam
penyelenggaraan negara. Dengan demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu
sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat
(democratische rechtsstaat). Prinsip — prinsip itu tidak boleh mengabaikan demokrasi
yang diatur dalam Undang Undang Dasar.’

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang tertumpu pada konstitusi

dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan

1 1bid., hlm. 25.

72 |bid., hlm. 25.

8 Ridwan HR, Op.Cit., him. 17.
4 Soehino, Op.Cit., him. 27.
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melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi
konstitusional, sebagimana disebutkan diatas. Dalam sistem demokrasi, penyelenggara
negara itu harus tertumpu pada hukum yang berlaku dan kepentingan rakyat.
Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi
tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa
demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, “demokrasi yang
bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi
merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum”.”

Sebab itu pembahsan tentang konsep negara hukum dan prinsip negara hukum di

beberapa negara sangat diperlukan, kemudian tampak unsur-unsur negara hukum
Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu:®

1. Pancasila dijadikan dasar hukum dan sumber hukum, pancasila sebagai
kristalisasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga memuat prinsip dalam
agama sehingga mempunyai kesamaan dengan nomokrasi Islam.

2. Kedaulatan Negara ada pada rakyat dilaksanakannya oleh lembaga negara,
yaitu sebagaimana disebut dalam konstitusi yang bermakna adanya
permusyawaratan, hal ini mengingatkan kesamaan dengan prinsip rule of
law.

3. Adanya pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara

(distribution of powers).

5 Ridwan HR, Op.Cit., him. 8.
6 padmo Wahjono, Op.Cit., him. 55.
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4. Kekuasaan atau pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.

5. Adanya independensi kekuasaan kehakiman.

6. Adanya kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam

pembentukan hukum dan perundang-undangan.

7. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang bertanggung

jawab.
B. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit.
Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau goverment, yakni
pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang
diserahi wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan,
eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang
juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit
(bestuurvoering), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas
pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan
kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.’’

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni Karena banyak
pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta
dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata
dasar pemerintah, yang paling sedikit kata ““ perintah * tersebut memiliki empat unsure

yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan,

7 Sadjijono, Op.Cit., him. 45.
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pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam
suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan
antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit.
Pemerintahan dalam arti hanya sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan
roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain
eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan
(legislative) dan yang melaksanakan peradilan (yudikatif).”®
Istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dibedakan antara pemerintah
dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit : "
a. Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif,
contoh:
1) Menurut UUD 1945; Pemerintah ialah Presiden yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri-menteri.
2) Menurut UUD 1950; Pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden
bersama-sama dengan menteri-menteri.
3) Menurut Konstitusi RIS 1949; Pemerintah ialah Presiden dan
menteri-menteri bersama-sama.
b. Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR.
Menurut Suhady, pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah

the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation

8 Inu Kencana Syafiie, Pengantar llmu Pemerintahan, PT. Refika Aditama, Bandung, him. 20.
79 Kansil, Christine, Op.Cit., him. 60.
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state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang
berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.
Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city,
etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara
bagian, atau kota dan sebagainya.®

Kemudian pendapat yang mengemukakan tentang pemerintah yaitu H.D van
Wijk/Willem konijnenbelt yang mengatakan bahwa “Di dalam hukum mengenai
badan hukum kita menganal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya.
Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan (harta kekayaan). Badan hukum
melakukan perbuatan melalui organ-organnya, yang mewakilinya. Perbedaan antara
badan hukum dengan organ berjalan pararel dengan perbedaan antara badan umum
(openbaar licham) dengan organ pemerintahan. Paralelitas perbedaan itu kurang lebih
tampak ketika menyangkut hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan
dari badan umum (yang digunakan oleh organ pemerintahan).8*

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan
kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang
ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah
menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya
adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani

diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang

8 Riawan, Hukum Pemerintahan Daerah, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009, him. 49.
81 Ridwan HR, Op.cit., him. 73.
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memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi
mencapai kemajuan bersama.®?

Dalam ilmu negara umum (algemeine staatslehre) yang dimaksud dengan sistem
pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki
maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang
mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai
sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Senada dengan
pendapat para ahli tersebut, Jimly Asshiddigie4 mengemukakan, sistem pemerintahan
berkaitan dengan pengertian regeringsdaad, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh
eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.®®

C.F. Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala
aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legilatif, eksekutif dan yudikatif
dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah
segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.®

Selain itu C.F. Strong membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori :
parliamnetary executive dan non-parliamnetary executive atau the fixed executive.
Lebih bervariasi lagi Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menajadi tiga
kategori: presidentialism, parliamnetary system, dan semi-presidentialism. Jimly
Asshiddigie dan Sri Soemantri juga mengemukakan tiga variasi sistem pemerintahan,

yaitu : sistem pemerintahan presidensial (presidential system), sistem parlementer

8 Inu Kencana Syafiie, Op.Cit., him. 38.
8 Moh. Kusnardi dan Harmaily lbrahim, Op.Cit., him. 105.
8 Inu Kencana Syafiie, Op.Cit., him. 35.
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(parliamnetary system), dan sistem pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid
system).8

Dalam Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sebelum perubahan UUD
1945 menurut Bagir Manan terdapat dua pendapat yang lazim digunakan, yaitu :
Kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem presidensial dan
kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran. Para ahli
yang berpendapat sebagai sistem presidensial karena presiden adalah kepala
pemerintahan dan ditambah dengan karakter : (a) ada kepastian masa jabatan presiden,
yaitu lima tahun; (b) presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; dan (c) presiden
tidak dapat membubarkan DPR. Sementara itu, yang berpendapat bahwa Indonesia
menganut sistem pemerintah campuran karena selain terdapat karakter sistem
pemerintahan presidensial terdapat pula karakter sistem parlementer. Ciri parlementer
yang dimaksudkan adalah presiden bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan
rakyat yang dalam hal ini MPR.86

Perubahan Pertama hingga Keempat UUD 1945, telah menjadikan sistem
ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan yang amat mendasar.
Perubahan-perubahan itu mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-
organ negara Indonesia. Banyak pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam
kerangka UUD 1945 tersebut, di antaranya adalah: (1) Penegasan dianutnya cita
demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara

komplementer; (2) pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances; (3)

8 Moh. Kusnardi dan Harmaily lbrahim, Op.Cit., him. 106.
8 Op.Cit., him. 107-107.



49

pemurnian sistem pemerintah presidensial; dan (4) Penguatan cita persatuan dan
keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.8” Perubahan ini yang
saat ini menimbulkan berbagai kelembagaan negara dan pembentukan sistem dalam
mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.
1.  Sumber Wewenang

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan
disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh
melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi
lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar,
sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari
pelimpahan.Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaanantara
delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal
dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan
peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke
delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali
setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “contrarius actus”. Artinya,
setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan,
dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan
peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan

dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab

8 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him. 28.
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dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat
menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.88

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi,delegasi,
dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang
diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh
suatu ketentuan didalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dilahirkan/diciptakan
suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu
wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu
wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya.
Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada
mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan
wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.®

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud, wewenang adalah keseluruhan
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang
pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.®®© Berbagai pengertian
mengenai wewenang sebagaimana dikemukakan diatas, walaupun dirumusakan dalam
bahasa yang berbeda, namun mengandung pengertian bahwa kewenangan (authority)
memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan

merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang

8 Ridwan HR, Op.Cit., him. 108 — 109.

8 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Trentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, him. 68.

% |rfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah,
Alumni, Bandung, 2004, him. 4.
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adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang
diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan
sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.
2.  Cara Memperoleh Wewenang
Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat cara untuk memperoleh
wewenang pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat, mengenai atribusi,
delegasi, dan mandat, dapat dijelaskan sebagai berikut:%*
1. Atribusi
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-
undang kepada organ pemerintahan. Artibusi dikatakan sebagai cara normal
untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Suatu atribusi menunjuk pada
kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD).
2. Delegasi
Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat
Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya
dijalankan oleh organ lain atas namanya. Mandat merupakan suatu
pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud

memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama

% Philipus M. Hadjon, dkk, Op.Cit., him. 2.
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pejabat TUN yang memberi mandat. Tanggung jawab tetap pada pemberi
mandat.

Berdasarkan uraian di atas berarti atribusi berkenaan dengan pemberian
wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah
ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain).
Jadi, delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Dengan demikian, delegasi
bermakna pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk
mengambil keputusan atas tanggung jawabnya sendiri. Artinya, dalam penyerahan
wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab
hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu
menimbulkan kerugian pada pihak lain.%?

Dalam kajian hukum administrasi, mengetahui sumber dan cara memperoleh
wewenang organ pemerintahan adalah hal penting, karena berkenaan dengan
pertanggungjawaban hukum (rechtelijke veranwoording) dalam penggunaan
wewenang, sejalan dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “tidak ada
kewenangan tanpa pertanggungjawaban” (geen bevoegdheid zonder veran-
woordelijkheid atau there is no authority without responsibility). Artinya, di dalam
setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat
pertanggung-jawaban dari pejabat yang bersangkutan.®3

3. Wewennag Memberi Izin

%2 Indroharto, Op.Cit., him. 75.
% Irfan Fachruddin, Op.Cit., him. 11.
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Salah satu bentuk kewenangan yang menjadi perhatian adalah kewenangan
pemerintah dalam menerbitkan izin, yang lahir berdasarkan wewenang yang diberikan
oleh undang-undang kepada pemerintah. Efendi mengemukakan bahwa tugas
pemerintah dalam mengatur mempunyai makna pemerintah terlibat dalam penerbitan
dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk melahirkan sistem-sistem
perizinan melalui instrumen pengaturan tersebut, pemerintah mengendalikan
masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengadung larangan dan
kewajiban.%

Dengan demikian, izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan berfungsi
mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Secara teoritis, wewenang itu diperoleh dari 3 cara, yaitu atribusi, delegasi
dan mandat. Berkaitan dengan hal tersebut, penerbitan izin sebagai salah satu bentuk
keputusan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagai bagian
dari wewenang administratif juga seharusnya mengaplikasikan asas-asas umum
pemerintahan yang layak yang antara lain akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan
dan mengutamakan kepentingan umum.®

Wewenang pemerintah dalam memberikan sebuah izin IUPK adalah terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

% Effendi, Lufti, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, him.
60.
% Effendi, Lutfi, Op.Cit., him. 63.
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Batubara, Pasal 74 ayat (1) “IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan
kepentingan daerah”.%

Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya
yang perlu dikaji adalah kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya di
bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat. Agar aparatur
pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan
fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung
diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa.®’

Di samping keleluasaan tadi, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana
fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan
perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai "onrechtmatig
overheaddaat". Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil
maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan kewenangan menurut
undang-undang (kompetentie).%

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu dalam

bentuk memberikan izin secara garis besar dapat dibagi atas :%°

1. Perbuatan membuat peraturan.

2. Perbuatan melaksanakan peraturan.

% Lihat Pasal 74, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

% Op.Cit., him. 66.

% QOp.Cit., him. 67.

% Prajudi Atmo Sudirjo, Op.Cit., him. 102.
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Sementara itu menurut VVan Poelje perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu
adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling).
2. Berdasarkan hukum (recht handeling).
a. Perbuatan hukum privat.
b. Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dibagi lagi atas :
1) Perbuatan hukum publik yang sepihak.
2) Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak.
C. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
Keputusan tata saha negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana
jerman, Otto Meyer, dengan istilah verwaltungsakt. Istilah ini seperkenalkan di negeri
Belanda dengan nama beschikking oleh van Vollenhoven dan C.W. van der pot, yang
oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan
lain-lain, dianggap sebagai “de vader van het moderne beschikkingsbegrip” (bapak
dari konsep beschikking yang modern).t?® Dalam buku-buku hukum adminitrasi
berbahasa indonesia, dapat dibaca beebrapa pengelompokan keputusan. Perlu
diperhatikan di sini penggunaan istilah yang berbeda untuk “beschikking”. E. Utrecht
menyebutnya “ketetapan”, sedangkan Prajudi Atmosudirjo menyebutnya “penetapan”.
Pengelompokan tersebut antara lain oleh : van der wel, E. Utrecht, Prajudi

Atmosudirjo. Pertama-tama disini diketengahkan dulu pengelompokan (macam-

100 Ridwan HR, Op.Cit., him. 139.
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macam) keputusan menurut pendapat-pendapat tersebut. Van der wel membedakan

keptusan atas:'*

a.

b.

de rechtvastellende beschikking

de constitutieve beschikkingen yang terdiri atas

- belastende beschikking (keputusan yang memberi beban);

- begunstigende beschiking (keputusan yang menguntungkan);

- statusverlneigen (penetapan status).

de afwijzende beschikingen (keputusan penolakan) — (Lih. E. Utrecht, h.

131, 123).

Sementara itu E. Utrecht membedakan ketetapan atas:1%2

a.

C.

Ketapan positif dan negatif;

Ketetapan positif menimbulkan hak/dan kewajiban bagi yang dikenakan
ketetapan. Ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan
hukum yang telah ada. Ketetapan negatif dapat membentuk: pernyataan
tidak berkuasa (onbevoegd-verklaring), penryataan tidak diterima (niet
ontvankelijk verklaring) atau suatu penolakan (afwizing).

Ketetapan deklaratur dan ketetapan konstitutif;

Ketetapan deklaaratur hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian
(rechtsvastellende beschikking).

Ketetapan konstitutif adalah membuat hukum (rechtscheppend).

Ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap (blijvend);

101 philipus M. Hadjon, dkk, Op.Cit., him 139-140.

1020p.Cit., him. 140.
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Menurut Prins, ada empat macam ketertapan Kkilat: ketetapan yang
bermaksud megubah redaksi (teks) ketetapan lama;

Suatu ketetapan negatif;

Penarikan atau pembatalan suatu ketetapan;

Suatu peryataan pelaksanaan (uitvoerbaarverklaring).

Dispensasi, Izin (verguning), Lisensi dan konsesi. (E. Utrecht h. 131 s.d

137).

Prajudi Atmosudirjo membedakan dua macam penetpan yaitu penetapan negatif

(penolakan) dan penetapan positif (permintaan dikabulkan). Penetapan negatif hanya

berlaku satu kali saja, sehingga seketika permintaanya boleh diulangi. Penetapan

positif terdiri atas lima golongan yaitu :1%3

a.

b.

C.

Yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya;

Yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu obyek saja;
Yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum;

Yang memberikan beban (kewajiban);

Yang memberikan keuntungan. Penetapan yang memberikan keuntungan

adalah:

- Dispensasi, pernyataan dari pejabat administrsi yang berwenang, bahwa

suautu ketentuan undang-undang tetentu memang tidak berlaku terhadap

kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaanya;

- lzin atau verguning, dispensasi dari suatu larangan;

163 Op.Cit., him. 140,
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- Lisensi, izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba;

- Konsesi. Penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat
dispensasi, izin, lisensi dam juga semacam wewenang pemerintahan yang
memungkinkannya utuk memindahkan kampung, membuat jalan dan
sebaginya. Oleh karena itu pemeberian kensesi haruslah dengan
kewaspadaan, kewicaksanaan dan perhitungan yang sematang-
matangnya.

Atas pembagian dan wuraian Prajudi Atmosudirjo tentang penetapoan

(beschikking) seperti tersebut diatas ada beberapa hal yang perlu dicatat, yakni:1%

a. Menurut Prajudi Atmosudirjo beschikking lahir dari suatu permohonan dan
sejalan dengan itu dibedakannya atas penetapan positif dan negatif. Melihat
pada kepustakaan dan praktek, tidak selama beschikking lahir atas sautu
permohonan yan berkepentingan; lebih-lebih “belastende beschikking”.

b. Menurut Prajudi Atmosudirjo, izin atau vergunning adalah “dispensasi dari
suatu larangan”. Rumusan yang demikian menumbuhkan dispenasasi dengan
“izin”. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya “melarang”
suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada
dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi dapat melakukanya diisyaratkan
prosedur teetentu harus dilalui. Dispensasi merupakan suatu “relazatio regis”. Hal

ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu suatu ketentuan hukum dinyatakan tidak

berlaku untuk hal tertentu.

104 Op.Cit., him 141.
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c. Menurut Prajudi Atmosudirjo, lesensi adalah izin yang bersifat komersial
dan medatangkan laba. Dalam rumusan ini perlu diperhatikan bahwa izin itu
sendiri tidak komersial; mungkin yang dimkasud adalah bidang usahanya
yang bersifat komersial dan medatangkan laba.

Di idonesia istilah beschikking diperkenalkan pertam kali oleh WF. Prins sitilah
beschikking ini ada yang menerjemahkannya seperti yang dibahasa diatas dengan
istilah “ketetapan”, seperti E. Utrecht, Bagir Manan, Sjachran Basah, dan lain-lain
dengan keputusan seperti WF. Prins, Philipus M. Hadjon, SF. Marbun, dan lain-lain.
Djenal Hoesen dan Muchsan mengatakan bahwa pengunaan istilah keputusan barang
kali akan lebih tepat untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan istilah
ketetapan. Menurutnya , di indonesiaistilah ketetapan sudah memiliki pengertian
teknis yuridis, yaitu sebagai ketetapan MRP yang berlaku ke luar dan ke dalam. 1%

Seiring dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, istilah beschikking itu diterjemahkan dengan
keputusan.i% Istilah “beschikking” sudah sangat tua dari segi kebahasaan digunakan
dalam berbagai arti. Meskipun demikian pembahsan ini istilah beschikking hanya
dibatasi dalam pengertian yuridis, khususnya HAN. Menurut H.D. van Wijk/Willem
Konijnenbelt, beschikking merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat
konkret dan induvidual (tidak ditunjukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan
instrumen yuridis pemerintahan yang utama. Menurut P. De Haan dan kawan-kawan,

“De administratieve beschikking is de mest voorkomende en ook meest bestudeerde

105 Op.Cit., him. 140.
106 Op.Cit,,
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bestuurshandeling”, (Keputusan administrasi merupakan bagian dari tindakan
pemerintah yang paling banyak muncul dan paling banyak dipelajari). Oleh karena itu,
tidak berlebihan jika F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menganggapnya sebagai
konsep inti dalam Hukum Administrasi Negara (een kernbegrip in het administratief
recht).’%” Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara terdiri dari keputusan yang berbentuk
keputusan yang berlaku umum (Regerings) dan keputusan yang bersifat beschikking,
dua hal inilah yang harus diperjelas kedudukannya dalam hukum Indonesia sebagai
sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh tata usaha negara. Bentuk keputusan tata
usaha uegara yang bersifat regerings adalah keputusan keputusan tata usaha negara
yang datur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:1

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU).

c. Peraturan Pemerintah

d. Peraturan Presiden.

e. Peraturan Daaerah.

Sedangkan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara di luar peraturan perundang-
undangan yang dikenal adalah keputusan (Beschikking), namun seiring kali Keputusan
Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
dapat pula berbentuk pembatalan atau pengesahan suatu perundang-undangan, rencana

strategis, pedoman, pengumuman, surat edaran, instruksi, nota dinas, memorandum,

107 Op.Cit., him. 141.
108 |_a sina, Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia,
Total Media, Yogyakarta, 2011, him. 16.
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peraturan bersama,petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan lain-lain.1® Selain itu
Safri Nugraha menyatakan bahwa setiap unsur keputusan dapat dijelaskan sebagai
berikut:110

1. Keputusan merupakan tindakan hukum, sebagai tindakan hukum keputusan
melalui hak-hak dan/atau disebut keputusan positif, misalnya setifikat tanah
“memberikan hak™ kepada orang yang namanya tercantum dalam seritfikat.

2. Keoutusan merupakan perbuatan hukum yang bersifat hukum publik, artinya
tindakan hukum itu harus bersifat memaksa, bukan hanya bersifat mengatur,
misalnya pencabutan hak milik atas tanah seseorang untuk kepentingan
umum, contoh pelebaran jalan.

3. Bertitik tolak dari pemikiran Trian Politika, ketiga badan yaitu, eksekutif,
legislatif dan yudikatif dapat dibedakan secara fungsional dalam
menjalankan tugas pemerintah dalam arti luas yang ada masing-masing
lapangan.

4. Pembuatan keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undanga
adalah fungsi dari pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata
lain memebuat keputusan adalah perbuatan pemerintah yang khusus
dilakukan oleh badan/organ-organ pemerintah (besturen) seperti: Gubernur,
Walikota/Bupati.

5. Adpaun yang di maksud dengan wewenang luar biasa menurut Prins adalah

kekuasaan yang diperoleh dari Undang-Undang yang diberikan

109 Op Cit,,
110 Op.Cit., him. 18.
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khusus/istimewa kepada pemerintah/administrasi atau tata usaha negara,
tidak di berikan kepada badan-badan swasta.

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, diatur pada pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata
kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang
mnejamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan menjamin
terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur dibidang
tata usaha negara dengan para warga masyarakat sebagai negara hukum maka
diharapkan suatu kewajiban dalam melaksanakan tugas aparatur negara, setiap
mengeluarkan keputusan tata usaha negara tidak boleh betentangan dengan hukum
yang berlaku sehingga demikian akan tercipta hubungan penyelengaraan pemerintahan
dengan masyarakat secara tertib, harmonis dan selaras serta seimbang.**

1.  Unsur - Unsur Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan pada definisi yang dikemukakan para sarjana, maka dapat
dirumuskan unsur-unsur dari KTUN (beschikking), yakni :12

a. pernyataan kehendak yang bersifat sepihak (bersegi satu);

b. dikeluarkan oleh organ pemerintahan;

c. berdasarkan pada norma wewenang yang diatur dalam hukum publik

(peraturan perundang-undangan);
d. ditujukan untuk hal-hal yang bersifat khusus atau peristiwa konkret

dan individual;

111 Op.Cit., him. 22.
112 Prajudi Atmo Sudirjo, Op.Cit., him. 58.
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e. dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang

administrasi.

Sedangkan, berdasarkan pada definisi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-
unsur Keputusan Tata Usaha Negara meliputi ;3

a. penetapan tertulis;

b. dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

c. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bersifat konkret, individual dan final;

e. menimbulkan akibat hukum; dan

f. ditujukan bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Unsur-unsur KTUN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angkat 7 Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

a. ketetapan tertulis;

b. dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;dan

c. Yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Jenis — Jenis Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan bentuknya Keputusan administrasi negara terdiri atas keputusan

lisan dan keputusan tertulis. Dilihat dari manifestasi kehendaknya, ada keputusan

unilateral, bilataeral dan multirateral ditinjau dari daya lakunya, keputusan dapat

113 Prajudi Atmo Sudirjo, Op.Cit., him. 60.
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berlaku intern (dalam instansi lemabaga) maupun extern (keluar instansi/lembaga).
Bila diukur berdasarkan jangka waktunya ada yang bersifat sementara (terbatas) dan
lama.114

Menurut Prins keputusan terdiri dari keputusan yang baik dan keputusan yang
lain  (declaratoir dan  konstitutif),  keputusan  sementara  atau tetap
(dispensasi,izin,lisensi, dan konsensi), keputusan yang pada umumnya menimbulkan
keadaan hukum baru, keputusan yang berhubungan dengan obyek tertentu; keputusan
yang menguntungkan; keputusan yang tidak diberitahukan; keputusan bersyarat; dan
keputusan yang mempunyai kekuataan hukum lemah dan kuat.*®

Sedangkan Prajudi Atmosudirjo menyebutkan ada tiga jenis keputusan yaitu,
keputusan negatif, keputusan yang hanya berlaku sekali dan keputusan positif.
Keputusan positif ini kemudian dibagi menjadi lima golongan yaitu, keputusan yang
menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya, menciptakan keadaan hukum baru
hanya terhadap obyek tertentu, membentuk atau membubarkan badan hukum.
Memberi beban kewajiban, dan memberi keuntungan kepada instansi, perusahan, atau
perorangan.'1®

Bila dilihat pada uraian diatas dapat dilihat bahwa banyak sekali bentuk-bentuk

keputusan menurut para ahli hukum tata usaha negara, tetapi dalam pembahsan ini

4 W. F. Prins dan R. Kosim Adisaputra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradanya
Paramita, Jakarta, 1970, him. 60.

15 W. F. Prins dan R. Kosim Adisaputra, Op.Cit., him. 63.

116 prajudi Atmo Sudirjo, Op.Cit., him. 90.
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penulis akan mencoba menguraikan beberapa bentuk keputusan tertentu yang
berkaitan dengan unsur-unsur keputusan yang telah dibahas diatas yaitu :*/
a. Keputusan lisan
Bentuk keputusa ini dikelaurkan dalam hal tidak membawa akibat kekal dan
tidak begitu penting bagi pemerintahan, disamping itu bilamana oleh yang
mengeluarkan keputusan itu dikehendaki suatu akibat yang timbul dengan
segera contohnya seorang anngota lalu lintas memberi perintah kepada
seorang pengendara mobil pelanggar peraturan lalu lintas jalan suapaya
berhenti dan menunjukan surat-surat SIM dll. Perintah itu dikeluarkan secara
lisan dan berlaku sebagai teguran resmi dan jika tidak dilaksanakan yang
bersalah dapat dituntut dimuka pengadilan.
b. Keputusan tertulis
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Tata Usaha Negara
menentukan bahwa penetapan tertulis itu harus dalam bentuk tertulis, syarat
bahwa harus dalam brntuk tertulis itu bukan mengenai syarat-syarat bentuk
formalnya seperti surat pengagangkatan dan sebagainya, tetapi asal tampak
keluar sebagai tertulis. Persyaratan tertlis ini diharuskan untuk kemudahan

segi pembuktiaanya. Persayratan bentuk tertulis ini juga sesuai dengan

117 Pramuji Atmo Sudirjo, Op.Cit., him. 94.
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pengertian Keputusan menurut pasal 2 Wet AROB (belanda) yang berbunyi
:118

1. Keputusan menurut undang-undang yang ditunjukan ini diartikan
keputusan tertulis dari suatu organ administratif yang ditunjukan pada
suatu akibat hukum;

2. Bukan termasuk keputusan dalam arti undang-undang ini adalah :

a. Suatu keputusan yang mempunyai tujuan umum
b. Suatu tindakan hukum menurut hukum perdata.
c. Keputusan Fiktif

Berdasarkan pasal 3 Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :11°

(1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan
keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal tersebut
disamakan dengan keputusan tata usaha negara.

(2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan
keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaskud telah lewat
maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah

menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

118 Philipus M. Hadjon, dkk, Op.Cit., him. 133.
119 |ihat Pasal 3, Undang-Undnag Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
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(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka
setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan,
badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap bersangkutan
dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya setiap badan atau
pejabat TUN itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima
apabila hal yang dimohonkan padanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas
kewajibannya. Kalau ia melalaikan kewajiban itu, undang-undang menganggap ia
telah berbuat menolak permohonan tersebut. Sikap diam atau tidak berbuat apa-apa
terhadap permohonan yang diajukan disamakan dengan suati keputusan tata usaha
negara negara. Bentuk keputusan ini yyang disebut keputusan fiktif negatif.1?

d. Keputusan Tidak Sah

Suatu ketetapan dapat mejadikan tidak sah apabila dalam pembuatannya
tidak diperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu yang terdapat dalam hukum
tata negara maupun dalam hukum administrasi. Ketentuan-ketentuan yang
tidak diperhatikan tersebut akan membuat ketetapan tersebut mengandung

kekurangan. Keputusan yang tidak sah tersebut kemudian dibagi menjadi 3

bagian yaitu :*2

1. Keputusan yang batal karena hukum (Niettig van rechtswege)

120 Mexasasi Indra, Op.Cit., him. 48.
121 W. F. Prins dan R. Kosim Adisaputra, Op.Cit., him. 70.
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Adalah bahwa suatu perbuatan utuk sebagaimananya atau tidak
selurrunnya bagi hukum dianggap tidak ada (dihapuskan) tanpa
diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusasn suatu badan
pemerintahan lain yang berkopenten untuk menyakatakan batalnya
sebagaian atau seluruh akibat itu.
2. Keputusan yang batal (Nietig)
Adalah bagi hukum akibat suatu perbuatan yang dilakukan dianggap
tidak ada pembatalan oleh hakim karena kekurangan esensil,
pembatalan bersifat ex tunc ( bahwa akibat dari penetapan yang batal
berlaku surut mulai dari saat membuat ketetapan yang dibatalkan,
sehingga keadaan dikembalikan semula seperti sebelum dibuat
penetapan tersebut).
3. Keputusan yang dapat dibatalkan (verniatigbaar)
Adalah bagi hukum perbuatan yang dilakukan akibatnya dianggap sah
sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemeritnahan yang
berkompeten. Pembatalan karena kekurangan dan bersifat ex tunc.
D. Konsep Perizinan
Di dalam kamus hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai;
“Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van
handeling waarop in het algemen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in the
algemen, niet als onwenselijk worden beschouwd” (pekenaan/izin dari pemerintah

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk
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perbuatan yang pada umunya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada
umunya tidaklah dianggap sebagi hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).!??
Ateng syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan
halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau “Als opheffing van een algemene
verbodsregel in het conrete geval”, (Sebagai peniadaan ketentuan larangan umum
dalam peristiwa konkrit). Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.*?3

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan
sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen paling banyak digunakan dalam
hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-udangan.
Dengan memberi izin, penguasa memperkennankan orang memohonnya untuk
melakukan tindakan-tindakan tetentu sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan
bagi suatu tindakan demi kepentingan umum mengahruskan pengawasan khusus
atasnya, ini adalah paparan luas dari pengertian izin.?*

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya

sekedar menjaga ketertiban da keamanan (rule en order), tetapi juga mengupayakan

122 Ridwan HR, Op.Cit., him. 54.
123 Op Cit,,
124 Adrian Sutedi, Op.Cit., him. 170-171.
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kesejahtraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga
ketertiban dan kemanan merupakan tugas klasik yang sampai Kini masih tetap
dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan
wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa
instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa induvidual dan konkret yaitu dalam
bentuk keputusan. Sesuai dengan sifatrnya, induvidual dan konkret, keputusan ini
merupakan ujung tombak dari dari instrumen hukum dalam pemyelenggaraan
pemerintahan. Atau sebagai norma penutup dari rangkaian norma hukum. Salah satu
wujudnya dari keputusan ini adalah izin.?°

Berdasaran jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat
konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak
dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan
demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat
konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengahadapi atau menetapkan
peristiwea konkret. Sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan
yang belaku pada ketentuan pada umumnya sebagaimana yang tekah disebutkan
diatas.1?6

Kemudian pada umunya permohonan izin haruslah menempuh prosedur tertentu
yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh
prosedur tetentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu

yang di tentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan

125 Ridwan HR, Op.Cit., him. 202.
126 Adrian Sutedi, Op.Cit., him. 180.
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persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi
pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan
kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku
tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu di
tentukan sebuah perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.
Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dinilai
setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan it terjadi. Penentuan prosedur
dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun
demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur atau
persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenag-wenang), tetapi
harus sejalan dengan peraturan perundang undangan-udangan yang menjadi dasar dari
perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui
batas tujuan yang hendak dicapai ole peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan
bersangkutan.'?’
1. Unsur-unsur Izin

Pertama izin tersebut dibagi ke dalam tiga bahagian bentuk perizinan
(vergunning) yaitu :1%8

a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu

perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu

yang istimewa (relaxation legis).

127 Ridwan HR, Op.Cit., him. 207-208.
128 Op Cit., him. 196-197.
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b. Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk menyelenggarakan
suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang
meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan denngan izin
khusus atau istimewa.

c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di
mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan
itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak
penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan
pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi
antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban
serta syarat-syarat tertentu.

S.J. Fockema Andreae, menyebutkan Izin (vergunning) juga dijelaskan sebagai
perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah
yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan
khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali
tidak dikehendaki.!?®

Dengan memberi izin, pemerintah memberikan perkenan kepada orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.
Izin dalam arti sempit adalah izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan
pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi

keadaan-keadaan yang buruk; pembebasan/dispensasi adalah pengecualian atas

128 Op.Cit., him 152.
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larangan sebagai aturan umum, yang berhubungan erat dengan keadaan-keadaan
Khusus peristiwa; konsesi adalah izin yang berkaitan dengan usaha yang
diperuntukkan untuk kepentingan umum.3
Izin juga adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan
persyaratan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa dalam izin terdapat beberapa unsur
yaitu Instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintahan peristiwa
konkrit, serta prosedur dan persyaratan tertentu.3!
Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya
harus termuat unsur-unsur antara lain :3?
a. Instrumen yuridis
Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat
konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau
mentapkan peristiwa konkret,sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan
ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.
b. Peraturan perundang-undangan
Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum
permerintahan,sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada
asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak

sah,oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah

130 Philipus M. Hadjon, dkk, Op.Cit., him. 2-3.
131 Ridwan HR, Op.Cit., him. 155.
132 Adrian Sutedi, Op.Cit., him. 201-202.
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didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan peruUUan yang
berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin
tersebut menjadi tidak sah.

Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah.Menurut Sjahran Basah,dari badan
tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.
Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan
oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual,
peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang
tertentu ,tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang
ditentukan oleh pemerintah,selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga
harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara
sepihak oleh pemerintah atatu pemberi izin.prosedur dan persyaratan
perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi
pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat
konstitutif dan kondisional konstitutif,karena ditentukan suatu perbuatan atau

tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi,kondisional,
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karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah
perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.
2. Motif dan Tujuan Izin
Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari
aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang
harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi
kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :13

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1. Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat
dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau
tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan
izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena
setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu.
Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu
untuk membiayai pembangunan.

Adapun dari sisi masyarakat tujuan dari pemberian izin itu adalah sebagai

berikut :

1. Untuk adanya kepastian hukum.

2. Untuk adanya kepastian hak.

133 Adrian Sutedi, Op.Cit., him. 200.
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(1) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirkan mempunyai
izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan,
pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa : 34

1. Mengendalikan perilaku warga.

2. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup.

3. Melindungi objek-objek tertentu.

4. Membagi sumber daya yang terbatas.

5.  Mengarahkan aktivitas.

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa : 3

1. Mengendalikan perilaku warga.

2. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup.

3. Melindungi objek-objek tertentu.

(2) Membagi sumber daya yang terbatas.

(3) Mengarahkan aktivitas.

Fungsi izin adalah sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah
untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna
mencapai suatu tujuan konkret.13® Nurwigati mengemukakan bahwa tugas pemerintah
dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan
pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan

yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas pelayanan meliputi tugas-tugas

134 Philipus M. Hadjon, dkk, Op.Cit., him. 6.
135 Adrian Sutedi,Op.Cit., him. 4.
136 Philipus M. Hadjon, dkk, Op.Citi., him. 4.
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pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka
meningkatkan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain
sebagainya.'®’

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur pemerintah, karena perizinan
akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisi
larangan dan perintah. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, atau
untuk mengemudikan tingkah laku warga. Perizinan juga dimaksudkan untuk
mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Izin dikeluarkan
oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga
agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan yang konkrit.
Tujuan pemerintah dalam menerbitkan izin antara lain yaitu ;138

a. Melalui izin, pemerintah mengarahkan aktivitas tertentu dari masyarakat
misalnya dalam hal penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Untuk
memperoleh IMB, pemohon harus memenuhi beberapa persayaratan antara
lain gambar, bahan, model konstruksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu
guna menjadi batasan bagi pemohon akan bangunan yang ingin dibuatnya.

b. Untuk dapat melakukan kegiatan yang kemungkinan berpengaruh terhadap
lingkungan hidup tersebut, maka seseorang atau suatu badan hukum harus
memiliki izin yang akan diawasi oleh pemberi izin utamanya dalam upaya
menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut. Misalnya dalam

kegiatan pertambangan, pabrik atau pengelolaan hutan. Dengan instrumen

137 Nurwigati, Makalah Peningkatan Peran perizinan sebagai Instrumen Pemerintah, Makalah
disajikan dalam diskusi kelas mahasiswa, Fakultas Hukum UMY, 2015.
138 Philipus M. Hadjon, dkk, Op.Cit., him. 4-5.
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izin, maka pemerintah dapat membatasi aktivitas yang berpengaruh pada
lingkugan hidup agar tidak terjadi kerusakan atau menimbulkan bahaya
terutama bencana alam.

c. Pemerintah mempunyai kepentingan agar obyek-obyek tertentu yang
berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Hal ini dapat dilihat
pada upaya pemerintah untuk melindungi peninggalan bersejarah dan
purbakala.

3. Perizinan Dibidang Pertambanagan Mineral dan Batubara

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. Di
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu
Bara Pasal 1 ayat (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu
bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta
kegiatan pasca tambang.'3°

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau

batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, kostruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjualan, serta pasca tambang. Dalam melaksanakan usaha-usaha pertambangan

tersebut mempunyai tingkatan izin pertambangan yang berbeda, namun yang menjadi

139 Lihat Pasal 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.
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konteks persoalan penulis pada penelitian ini adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus
berbentuk sementara :
1. lIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sendiri diberikan melalui
beberapa tahapan yaitu ;140
a. Pemberian WIUPK
Pemberian WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara.
WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh
Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD
dengan cara prioritas. Apabila hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD yang
berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan
membayar biaya kompensasi data informasi. Apabila lebih dari 1 (satu)
BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan Kepada
BUMN atau BUMD dengan cara lelang. Apabila tidak ada BUMN atau
BUMD yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha
swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara
dengan cara lelang.
b. Pemberian IUPK
IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah

kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia baik berupa Badan

140 pasal 51 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
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Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
maupun badan usaha swasta (dengan cara lelang WIUPK).14!
IUPK terdiri atas :142
1. IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara.
2. IUPK Operasi Produksi terdiri atas mineral logam atau batubara.
Persyaratan IUPK Eksplorasi atau IUPK Operasi Produksi harus memenuhi ;143
1. Persyaratan administratif.
2. Persyaratan teknis.
3. Persyaratan lingkungan.
4. Persyaratan finansial.
Luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan
yang berlaku bagi pemegang IUPK antara lain ;14
a. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral
logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
b. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan
mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima

ribu) hektare.

141 |ihat Pasal 62 ayat (1), Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

142 | ihat Pasal 62 ayat (2), Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

143 Lihat Pasal 86 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara.

144 Lihat Lihat Pasal 83, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara.
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Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan
batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu)
hektare.

. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan
batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu)
hektare.

. Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan
paling lama 8 (delapan) tahun.

Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan
paling lama 7 (tujuh) tahun.

. Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat
diberikan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)

kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.



BAB Il

KEWENANGAN PEMERINTAH MENGELUARKAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS SEMENTARA

A. Dasar Kewenangan dikeluarkan lTUPK Semenatra

Izin Usaha Pertambngan Khusus disini terdapat dua macam bentuknya pertama
IUPK eksplorasi dan IUPK produksi. 1zin yang menjadi persoalan penulis disini
adalah IUPK produksi berbentuk sementara yang di keluarkan oleh pemerintah dalam
hal ini Menteri ESDM kepada PT Freeport Indonesia. Di dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 74 ayat (1) “IUPK diberikan oleh Menteri dengan
memperhatikan kepentingan daerah”. Selanjutnya didalam peraturan perundang-
peraturan yang baru saja diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
perubahan keempat atas Peratruan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, namun IUPK
produksi yang berbentuk sementara tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 yang
seharusnya menegaskan dan menambah pasal tentang status pemberian IUPK
sementara tersebut.

Menurut Kepala Biro Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara lbuk

Ari,}*® bahwa dasar kewenangan pemerintah mengeluarkan IUPK sementara kepada

145 Wawancara dengan lbuk Ariani, Kepala Biro Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara, di Jakarta, 9 Agustus 2017.

82



83

PT Freepoert Indoenesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dasar
kewenangan pemberian IUPK tersebut telah diberikan oleh Menteri langsung sesuai
bunyi Pasal 74 ayat (1), akan tetapi dalam peryataan yang berkaitan dengan
Pemerintahan Daerah dalam hal peberian IUPK sementara ini diluar konteks
kewenangan Pemerintahan Daerah. Selain itu pemberian ITUPK sementara tersebut
sangatlah tertutup juga mempunyai kelemahan karena prosedurnya justru menyimpang
dari aturan sebenarnya yang mana awalnya harus menetapkan WUPK (wilayah usaha
pertambangan khusus) sebagai langkah awal untuk memperolah status IUPK secara
benar.

Pemberian IUPK sementara kepada PT Freeport Indonesia, yang seharusnya
mengikuti peraturan perundang-undangan disini justru kehilangan tujuannya. Dimana
izin adalah instrumen hukum pemerintah yang telah ditetapkan untuk mengendalikan
masyarakat ataupun badan hukum tidak terlihat karena dalam relaitanya pemerintah
dan perusahaan masih terikat dengan berlakunya Kontrak Karya, yang artinya dalam
IUPK sementara tersebut pada isinya adalah bentuk kesepakatan. Oleh karna itu
pengkajian mengenai IUPK sementara harus mendapat perhatian yang spesifik.

Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM semestinya sangat mempertimbangkan
apabila ingin memberikan sebuah izin yang bersifat sementara yang peruntukannya
untuk objek yang khusus, hal ini karena IUPK yang mempunyai syarat dan prosedur
yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Dalam negara hukum Indonesia asas legalitas

sangatlah penting sebagai dasar dari sebuah tindakan hukum pemerintah. Sebuah
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perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau organ pemerintah dalam persoalan
pemberian IUPK sementara kepada PT Freeport Indonesia ini menurut Kepala Biro
Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ibuk Ari, IJUPK sementara yang
diberikan adalah sebuah surat keputusan yang dikatakan sebagai sebuah kebijakan.

Dasar kewenangan pemberian IUPK sementara ini tidak ditegaskan secara
tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan
mineral dan batubara, sehingga pemberian IUPK sementara ini terkesan bukanlah
sebuah bentuk keputusan yang mempunyai dasar hukum yang pasti bersumber dari
Undang-Undang. Selain itu dalam kasus pemberian IlUPK sementara tersebut proses
pemberian izin tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian pernyatan diatas dari Ibuk Ariani Kepala Biro Hukum Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara, mengenai dasar kewenangan pemberian IUPK
sementara yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah tepat, dan memang
mengatur mengenai IUPK itu sendiri, akan tetapi alasan tersebut sama sekali tidak
dapat dijadikan dasar hukum untum memberikan IUPK sementara yang isinya jauh
dari IUPK sebenarnya. Secara prosedur dan perolehan IUPK sementara tersebut
sangatlah tertutup dan hanya dijadikan cara agar keinginan pemeritnah dapat
dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia.

Prosedur pemberian IUPK yang sesuai dengan Undnag-Undang Nomor 4 tahun
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan IUPK sementara sangat

menunjukan perbedaan yang mendasar, pemberian IUPK sementara kepada PT
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Freeport Indonesia dalam wawancara bersama Ibuk Ariani Kepala Biro Hukum
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, diakatan bahwa pemberian izin IUPK
sementara dilakukan dikarenakan hasil mediasi yang tidak menunjukan kata sepakat
mengenai perubahan Kontrak Karya menjadi ITUPK. Prosedur pemberian yang
menyimpang dari Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara tersebut
kemudian di dikeluarkan melalui Sukrat Keputusan yang diikuti oleh Peraturan
Pemeritnah Nomor 1 Tahun 2017 perubahan keempat atas Peratruan Pemerintah
Nomo 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batu bara, yang justru menerangkan kembali apa yang diatur didalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai
kewajiban disvestasi saham 51% dan pembangunan smelter pemurnian hasil tambang
dalam negeri.

Dari hasil penelitian serta wawancra yang dilakukan oleh penulis mengenai
dasar kewenangan pemberian IUPK sementara diatas dan berdasarkan sumber
peraturan perundnag-undangan, bahwa faktanya tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah dengan memberikan izin ITUPK sementara kepada PT Freeport Indonesia
dalam hal ini mempunyai kelemahan yakni ITUPK sementara tersebut tidak sesuai
dengan tujuan izin pertambangan yang diatur, oleh sebab itu hal ini sangat
menyimpang dari tujuan pemberian sebuah izin IUPK. Selain itu dikeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun perubahan keempat atas Peratruan Pemerintah
Nomo 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan

batu bara, dalam persoalan ITUPK sementara ini tidak menjawab atau bukan menjadi
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sebuah dasar hukum yang kuat dikarenakan peraturan tersebut merupakan aturan yang
menjelaskan prosedur perusahaan dalam membayar divestasi saham, bukan mengatur
status dari IUPK sementara yang dikeluarkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara serta bunyi Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ I[UPK
diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah”, hal tersebut
kemudian tidak dapat dilakukan selain menteri dalam pemberian IUPK sementara,
dimana tindakan tersebut bisa dipastikan adalah sebuah atribusi yaitu wewenang
langsung yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemeritahan. Oleh sebab
itu pertanggung jawaban atas pemberian IUPK sementara langsung kepada
menterinya, Ibuk Ariani juga menegaskan bahwa dalam hal pemberian IUPK
sementara telah dibicarakan bersama pihak-pihak yang terkait dalam persoalan izin
IUPK sementara tersebut, sehingga keputusan pemberian IUPK sementara adalah
keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

1. Jenis IUPK Sementara

Izin Usaha Pertambangan Khusus berbentuk sementara ini adalah jenis izin
untuk melakukan operasi produksi yang berbentuk surat keputusan. IUPK sementara
yang diberikan bukanlah bentuk sesungguhnya IUPK seperti yang terdapat di dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dinyatakan dalam Pasal 78 IUPK Operasi
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Produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-

kurangnya wajib memuat ;46

T o
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nama perusahaan;

luas wilayah;

lokasi penambangan;

lokasi pengolahan dan pemurnian;

pengangkutan dan penjualan;

modal investasi;

jangka waktu tahap kegiatan;

penyelesaian masalah pertanahan;

lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;

dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;

jangka waktu berlakunya IUPK;

perpanjangan IUPK;

hak dan kewajiban;

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah
pertambangan;

perpajakan;

iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang
terdiri atas

bagi hasil dan keuntungan bersih sejak berproduksi;

penyelesaian perselisihan;

keselamatan dan kesehatan kerja;

konservasi mineral atau batubara;

pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang
bangun dalam negeri;

penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
pengembangan tenaga kerja Indonesia;

pengelolaan data mineral atau batubara;

penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral
atau batubara; dan

divestasi saham.

Bentuk sebuah izin yang seharusnya menjadi ketetapan oleh pemerintah yakni

IUPK berbentuk sementara dalam pelaksanaanya justru tidak menunjukan sebuah

kejelasan hukum untuk dikatakan sebagai sebuah izin yang memenuhi kategori IUPK,

146 |ihat Pasal 78, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara.
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dikatakan sebuah IUPK apabila terpenuhi sekurang-kurangnya unsur yang terdapat
didalam Pasal 78 diatas.

Seperti yang telah dibahas bahwa izin adalah instrumen pemerintah yang bersifat
mengendalikan serta bertujuan membolehkan sebuah perbuatan orang ataupun badan
hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaitanya dalam
permasalahan IUPK sementara milik PT Freeport Indoenesai yang diberikan oleh
pemerintah mempunyai beberapa persoalan terkait dasar hukum untuk memberikan
izin berbentuk sementara, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambanagan Mineral dan Batubara, bahwa pemberian IUPK kepada setiap
perusahaan yang yang ingin mengusahaan mineral wajib melakukan tahapan awal
yaitu menetapkan WUPK sebagai bentuk pertimbangan pemerintah dalam
memberikan IUPK yang benar dan sesuai kelayakan.

Pemberian sebuah izin untuk mengelolah sumber daya alam seharusnya lebih
mempertimbangkan kepentingan rakyat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah
demi terwujudnya kesejahtraan rakyatnya, PT Freeport Indonesia adalah perusahaan
yang masih memeggang Kontrak Karya dalam menjalankan usaha tambang
mineralnya. Namun IUPK sementara yang diberikan untuk melakukan Operasi
Produksi disini hanya menekankan pada aspek yang justru berlatar belakang
kepentingan politik, karena hanya menekankan pada divestsi saham sebesar 51% dan
pembangunan smelter untuk pemurnian hasil tambnag dalam negeri yang masih dalam

negosisasi oleh pemerintah dan PT Freeport Indoensia, namun yang terjadi ITUPK
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sementara tersebut diberikan tanpa mempertimbangkan kepastian hukum dari izin
yang diberikan.

Dari pemberian IUPK sementara kepada PT Freeport Indonesia pemerintah
mendasarkan bahwa IUPK yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, namun jika melihat peraturan yang dikeluarkan yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 perubahan keempat atas Peratruan
Pemerintah Nomo 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batu bara, maka di dalam peraturan perundang-undangan tersebut hal-hal
mengenai ITUPK sementara justru tidak terdapat dan tidak dimuat menjadi pasal di
dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Kemudian dalam wawancara yang dilakukan
penulis bersama Pak Andri selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, bahwa jenis IUPK yang diberikan kepada
PT Freeport Indonesia dalam sengketa yang terjadi merupakan suatu bentuk untuk
mengatasi masalah antara pemerintah dan perusahaan tambang tesebut, akan tetapi
dalam pemebrian izin tersebut ada beberapa kesepakatan yang disejui oleh pemerintah
dan PT Freeport Indonesia.'*’

Selain itu prosedur pembuatan dan pemeberian IUPK sementara tersebut juga
dilakukan setelah pernyaataan PT Freeport Indonesia ingin menggugat pemerintah,
namun karena hasil perundingan yang dilakukan pemeritnah dan perusahaan tambang
tersebut maka diambil kesepakatan agar tidak merugikan pihak-pihak yang tidak

terkait secara langsung maupun yang terkait secara langsung, berdasarkan kesepakatan

147 Wawancara dengan Pak Andri kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara, di Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2017.
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dalam perundingan itulah PT Freeport Indonesia dan pemerintah bersepakat untuk
meberikan IUPK sementara kepada PT Freeport Indonesia dengan tetap menghormati
Kontrak Karya yang tetap berlaku.

Kemudian pemberian ITUPK sementara tersebut tidak memiliki syarat yang harus
dilakukan atau dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia karena pemberian ITUPK
sementara tersebut dilakukan melalui pertimbangan dan pengamatan keadaan
perusahaan yang pada saat itu mengalami sengketa dengan pemerintah dan juga
keadaan pekerja yang mengalami Penghentian Hubungan Kerja secara masal dan di
stopnya kegiatan produksi tambang. Tentu dalam prosedur pemberian IUPK sementara
berbeda dengan IUPK yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral Batubara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara syarat untuk memperoleh IUPK diatur didalam dalam Pasal 27 yaitu'*® :

(1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi
daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas
tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan
ekosistem dan lingkungan.

(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.

Lalu setelah itu proses selanjutnya diatur di dalam Pasal 29 yaitu'4° :

148 ihat Pasal 27, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batu Bara.
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(1) WUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan
diusahakan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordiansi dengan
pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

2.  Prosedur dan Syarat IUPK Sementara

Secara umum prosedur dan syarat IUPK telah penulis bahas pada pembahasan
sebelumnya yang dimaksudkan agar menjadi pembanding untuk menganalisis bentuk
dari IUPK sementara ini, persoalan yang paling mendasar untuk melihat TUPK
sementara sebagai suatu izin tentu mempunyai prosedur dan syarat. Hal ini yang
kemudian menjadi persoalan dan mejadi dasar apakah IUPK sementara sah secara
hukum atau tidak mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, sebab
izin adalah instrumen yang bersifat mutlak bagi siapa saja yang menerima dan yang
diberikan oleh pemerintah. IUPK sementara sendiri adalah persoalan muncul dari hasil
sengketa PT Freeport Indonesia dan pemerintah mengenai pembagian divestasi saham
51% dan pembahasan pemurnian hasil tambang didalam negeri, jika kita melihat dan
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, izin pertambangan yang mempunyai klasifikasi dan syarat yang
paling banyak adalah IUPK tersebut dan merupakan izin yang diberikan hanya untuk
pertambangan jenis usaha tambang mineral dengan skala yang besar.

Kemudian IUPK sementara ini seperti yang dikatakan oleh Ibuk Ariani Kepala

Biro Hukum Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa

pemberian IUPK Sementara ini dilakukan atas dasar sikap pemerintah menyikapi

149 ihat Pasal 29, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batu Bara.
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masalah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia yang dinilai belum menjalankan
kewajibannya untuk menyerakan divestasi saham 51% dan pembangunan smelter
pemurnian hasil tambang dalam negeri.>

Pemberian IUPK sementara kepada PT Freeport Indonesia juga dilakukan tanpa
syarat yang harus penuhi atau dilakukan oleh paerusahaan tambang tersebut,
dikarenakan pemberian ITUPK sementara tanpa syarat tersebut juga dirasa pemerintah
akan memakan banyak waktu dan membuat keadaan PT Freeport Indonesia dan
Pemerintah semakin berlarut-larut, akan tetapi izin sementara disini diberikan karena
masih berlakunya kontrak antara pemerintah dan perusahaan, sehingga izin sementara
menjadi kesepakatan kedua pihak.

Melihat substansi dari pemberian IUPK sementara ini dan beserta peryatan dari
hasil wawancara bersama Ibuk Ariani Kepala Biro Hukum Direktorat Jenderal
Pertambangan Mineral dan Batubara, beliau mengatakan bahwa memang dalam
persoaln izin pertambangan PT Freeport Indonesia ini tidak memiliki persyaratan yang
khusus seperti ITUPK pada umumnya ataupun yang diatur oleh Undang-Undang
minerba, namun karena dari awal pemberian izin sementara ini ditunjukan demi
kelancaran usaha kegiatan pertambangan.

3. Tujuan IUPK Sementara

Kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia dilakukan dengan Kontrak

Karya, yang telah berlangsung sejak tahun 1991 dan terus menglami perpanjangan

kontrak hingga tahun 2021. Kemudian pada tanggal 10 februari 2017 pemerintah

150 wawancara dengan Ibuk Ariani, Kepala Biro Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara, di Jakarta, 9 Agustus 2017.
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memberikan IUPK sementara kepada PT Freeport Indonesia, dalam proses pemberian
IUPK sementara tersebut pemerintah dan perusahaan tambang tersebut mengalami
sengketa mengenai status izin IJUPK sementara dan Kontrak Karya yang telah menjadi
kesepakatan sebelumnya. Pemerintah sendiri mendasarkan bahwa tindakan pemberian
IUPK sendiri telah sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun apabila TUPK sementara
dikeluarkan dengan status Kontrak Karya yang masih berlaku ini kemudian yang
menjadi persoalan tentang tujuan pemberian IUPK sementara.

Pemberian ITUPK sementara kepada PT Freeport Indonnesia pada awalnya hanya
bertujuan agar perusahaan tambang tersebut dapat melakukan divestasi saham kepada
indonesia sebedar 51% dan membangun smelter pemurnian hasil tambang di dalam
negeri, akan tetapi pemberian IUPK sementara tersebut dalam wawancara yang
dilakukan penulis bersama dengan Pak Andri Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dalam sengketa antara
pemerintah dan perusahaan tambang tersebut memang perlu jalan tengah dan
kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Maka dengan diberikannya IUPK
sementara kepada PT Freeport Indonesia diharapkan kesepaktan yang telah
berlangsung lama dapat terus dipertahankan.!!

Pemberian IUPK sementara kepada PT Freeport Indoenesia yang saaat ini masih
memeggang Kontrak Karya, adalah bentuk dari tidak tegasnya sikap pemerintah dalam

menegakan aturan pada era pemerintahan sebelumya, hal ini tentu dapat saja menjadi

151 wawancara dengan Pak Andri kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara, di Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2017.
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persoalan serta sengketa dimasa mendatang. Status IUPK sementara sekarang yang
dimiliki PT Freeport Indonesia telah semestinya tidak menjadi dasar kesepakatan
pemerintah dan perusahaan tambang tersebut, alasan lemahnya insrumen izin serta
tidak adanya kepastian hukum yang panjang dalam IUPK sementara justru akan
menimbulkan persoalan-persoalan lainnya.

Kegiatan pertambangan adalah kegitan yang memerlukan perhatian tersendiri
dari pemerintah selaku pemangku kebijakan dan pemantau dalam memberikan sebuah
izin pertambangan yaitu IUPK sementara, dalam konteks kegiatan tambang yang
bersifat khusus disini yaitu pertambangan mineral, langkah pemberian IUPK
sementara apabila ditinjau dari negara Indonesia yang berdasarkan hukum maka tidak
akan ditemukan suatu aturan ataupun sesuatu yang dapat dijadikan dasar sebagai
langkah tegas yang harus memberikan IUPK sementara.

B. Bentuk kebijakan IUPK Sementara

Dari beberapa macam bentuk izin pertambangan di dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK adalah
bentuk izin yang memerlukan pertimbangan spesifik dan proses yang panjang untuk
mendapatkan izin tersebut. IUPK sementara PT Freeport Indoenesia adalah bentuk
izin pertambangan pertama di Indonesia yang mempunyai status sementara, pemberian
izin ITUPK sementara faktanya bukanlah dalam bentuk sebuah izin akan tetapi
dikatakan sebagai sebuah kebijakan.

Persoalan dalam sebuah negara hukum yang di selenggarakan oleh pemerintah

memang sering kali didapati hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-
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undangan, hal-hal itulah yang kemudian dijadika sebuah bentuk kebijakan atas dasar
tidak terdapat aturan hukum untuk melaksanakannya. Kemudian dalam persoalan
pemberian IUPK sementara tersebut, penulis akan mencoba menganalisis juga apakah
IUPK sementara dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kebijakan.
1.  Bentuk Kebijakan

Berdasarkan pernyatan Ibuk Ariani Kepala Biro Hukum Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara, bahwa pemberian IUPK sementara bukanlah bentuk kebijakan
pemerintah  kepada PT Freeport Indonesia untuk menjalankan kegiatan
pertambangan.t®> Maka karena itu perlu pembahasan mengenai status IUPK sementara
apakah dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan, dan apakah telah sesuai dengan
peraturan perundnag-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintah kebijkan dikenal sebagai diskresi, diskresi sendiri
dilakukan dengan tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (2) setiap penggunaan
Diskresi Pemerintahan bertujuan untuk:*%3
Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
Mengisi kekosongan hukum;
Memberikan kepastian hukum;dan

Mengatasi stagnasi dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan
kepentinga umum.

o0 o

152 \Wawancara dengan Ibuk Ariani, Kepala Biro Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara, di Jakarta, 9 Agustus 2017.

153 | ihat Pasal 22 ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintah.
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Kemudian Diskresi yang diberikan juga harus memenuhi persayaratan yang
dinyatakan dalam Pasal 24 Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus
memenuhi syarat;'>*

a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2);

Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-udangan;

Sesuai dengan AAUPB;

Tidak menimbulkan efek kepentingan;dan

Dilakukan dengan itikad baik.

©T a0 o

Jika melihat tujuan pemberian diskresi dan pemberian IUPK sementara kepada
PT Freeport Indonesia maka dalam analisis yang penulis lakukan akan terlihat bahwa
IUPK sementara adalah bukanlah bentuk kebijakan seperti yang dikatakan oleh 1buk
Ariani. Karena hal tersebut kemudian diatur secara tertulis didalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 telah mengatur bagaimana seharusnya permohonan IUPK dan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 perubahan keempat atas Peratruan
Pemerintah Nomo 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batu bara, serta tatacara pemberian kepada perusahaan yang ingin
melakukan usaha pertambanngan mineral di wilayah Indonesia. Oleh karena itu dalam
realitanya persoalan pemberian IUPK sementara tidak dapat dikatakan sebagai bentuk
mengisi kekosongan hukum.

Selain itu selama PT Freeport Indonesia masih memeggang Kontrak Karya dan
belum diberikan ITUPK sementara keadaan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan

baik, justru setelah munculnya dorongan dari pemerintah kepada PT Freeport

154 Lihat Pasal 24, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
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Indonesia untuk mengganti Kontrak Karya dengan IUPK situasi buruh dan pekerja
diwilayah perusahaan tambang tersebut menjadi kacau dan tidak terkendali, salah satu
akibatnya terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PT Freeport
Indoensia.

Kemudian apakah tepat IUPK sementara dapat dikatakan sebagai sebuah
kebijkan, yang telah sesuai dengan syarat dilakukannya diskresi. Dalam wawancara
yang dilakukan dengan Ibuk Ariani Kepala Biro Hukum Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara, yang mengatakan IUPK sementara adalah bentuk kebijakan dan telah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 perubahan keempat atas
Peratruan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batu bara.

Selain itu pemberian IUPK sementara yang dikatakan sebagai bentuk kebijakan
oleh Ibuk Ariani, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
perubahan keempat atas Peratruan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, denga tetap
diberikan langsung oleh menteri dalam hal ini artinya bahwa pemerintahlah yang akan
bertanggung jawab atas dikeluarkannya IUPK sementara.

Oleh karena itu dalam analsis yang penulis lakukan bahwa alasan-alasan
pemberian ITUPK sementara ini bukanlah termasuk bentuk kebijakan yang dimaksud
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 22 tentang Diskresi, pertama sebuah
bentuk kebijakan secara umum dilakukan karena tidak terdapat aturan hukum, atau

aturan hukum tersebut tidak mengatur secara jelas, yang menjadikan tindakan
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pemerintah dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai bentuk
kebijakan.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 perubahan keempat atas
Peratruan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara, yang dikatakan sebagai dasar hukum dikeluarkan
IUPK sementara menjadi acuan kedepan mengenai pemberian divestasi saham 51%
dan pemurnian hasil tambang dalam negeri.

2. Analisis Hukum Terhadap ITUPK Sementara

Kegiatan pertambangan mineral yang dilakukan PT Freeport Indonesia dengan
mengunakan IUPK sementara yang telah berlangsung delapan bulan tersebut telah
berakhir dengan kesepakatan bahwa kontrak karya tetap berlaku. Dari pembahasan
yang telah dipaparkan sebelumnya beserta analisis penulis yang berdasarkan sumber
peraturan perundang-undangan dan juga pustaka yang menjadi bahan dalam
menganalisa permasalahan pemberian IUPK sementara tersebut. Yang pertama bahwa
didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara yang pada umumnya menyatakan IUPK adalah izin yang diberikan khusus
hanya kepada badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan mineral dan untuk
satu jenis mineral logam saja yang kemudian harus terlebih dahulu menyerahkan
rencana pemanfaatan sumber daya mineral tersebut beserta WPN dan WUPK yang

tercantum dalam Pasal 27 yaitu :1%

155 |jhat Pasal 27, , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batu Bara.
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Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan
aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk
komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga
keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

WPN vyang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kemudian WPN akan menjadi WUPK dengan melakukan beberapa

pertimbangan kelayakan untuk mengusahakan sumber mineral diwilayah tertentu

sedikitnya yang telah diatur dalam Pasal 28 yaitu :¢

D OO0 oW

Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;

Sumber devisa negara;

Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
Berpotensi dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
Daya dukung lingkungan ;dan/atau

Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Langkah yang selanjutnya untuk memperoleh IUPK tercantum dalam Pasal 29

yaitu ;%7

(1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan

diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ITUPK.

15 ihat Pasal 28, , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara.

187 |ihat Pasal 29, , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara.
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Kemudian diberikannya IUPK sementara tersebut menjadikan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut sebagai
dasar bertindaknya menteri dalam memberikan izin sekalipun dalam bentuk sementara
kepada PT Freeport Indonesia, dan merupakan sebuah bentuk diskresi dari pemerintah,
hal itu terlihat dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Negara. Bahwa tentang diskresi didalam pemberian ITUPK sementara ini
berbanding terbalik dengan syarat diskresi yang diatur dalam Pasal 24 yaitu ;18

a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2);

Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-udangan;
Sesuai dengan AAUPB;

Tidak menimbulkan efek kepentingan;dan
Dilakukan dengan itikad baik.

©T o0 o

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pernyataan dari Ibuk Ariani Kepala
Biro Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang mengatakan bahwa dasar
kewenagan pemberian IUPK sementara juga termasuk Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hal ini justru keliru dan bertentangan diluar
wewenang pejabat pemerintahan daerah untuk mengeluarkan izin ITUPK yang mana
telah diatur dalam Pasal 74 yang menyatakan bahwa “IUPK diberikan oleh Menteri”.

Penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah yang sama terjadi
lagi adalah, pertama pemerintah harus dapat menentukan sikap selanjutnya ketika
Kontrak Karya telah berakhir yaitu dengan tegas mengharuskan PT Freepor
Indoenesia menggunakan IUPK sebagai izin melakukan kegiatan pertambangan

mineral, kedua karena pemberian IUPK sementara telah diberikan dan masanya

1%8 |_ihat Pasal 24, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admnistrasi Negara.
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berlaku telah habis oleh karena itu untuk mencegah sengketa terulang kembali
pemerintah sudah harus menegaskan kepada PT Freeport Indonesia agar segera
melakukan permohonan izin IUPK sesuai yang diatur didalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelesain yang
dapat dilakukan pemeritnah yang ketiga yaitu karena sengketa yang terjadi
mempunyai akibat yang luas maka pemerintah dan PT Freeport Indonesia harus serius
dalam mengedepankan kemanfaatan dari keberadaan sumber daya mineral tersebut.
Selain itu pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya apabila
Kontrak Karya telah berakhir, karena kontrak dapat dilanjutkan apabila tercapai
kesepakatan antara kedua pihak, dan tentu pemeritnah harus tegas menyikapi Kontrak

Karya yang selama ini dianggap tidak memberikan manfaat bagi pendapatan negara.



A.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Dasar kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan 1zin Usaha
Pertambangan Khusus sementara kepada PT Freeport Indonesia adalah
seperti yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
perubahan keempat atas Peratruan Pemerintahn Nomo 23 Tahun 2010
tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara,
ketentuan angka 3 dihapus dan angka 5 Pasal 112C diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut, Pasal 112C angka 1 “Pemegang kontrak karya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan IUPK sementara
wajib melakukan pemurnian basil penambangan di dalam negeri”. Dalam
kasus yang terjadi pemerintah memaksa PT Freeport Indonesia untuk
mengganti Kontrak Karya dengan izin tambang yaitu IUPK, dalam upaya
yang bertujuan untuk pemberian IUPK sementara agar perusahaan tambang
tersebut dapat melaksanakan kewajiban dalam mendivestasikan saham
kepada pemerintah serta dapat melakukan pemurnian hasil tambnag dalam

negeri.
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Bahwa dari berbagai peraturan perundang-undangan Izin Usaha
Pertambangan Khusus berbentuk sementara, bukanlah sebuah bentuk
kebijakan seperti yang diatur dan diterangkan dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 yang mengatur tujuan
dan syarat diskresi. Dalam analisis penulis berdasarkan pernyatan lbuk
Ariani yang mengatakan bahwa IUPK sementara sebuah kebijakan adalah
keliru dan tidak tepat karena pada saat itu IPUK sementara diberikan dan
disusul dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 perubahan
keempat atas Peratruan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, agar
masalah yang terjadi antara pemerintah pihak perusahaan dapat terurai dan
proses produksi tambang perusahaan dapat berjalan kembali, karena
pertimbangan keadaan buruh yang bekerja sekaligus masih berjalannya

kontrak antara pemerintah dan perusahaan.

Saran

Beberapa saran yang dianggap perlu setelah penulis melakukan studi

kepustakaan dan penelitian lapangan mengenai Dasar Kewenangan Dikeluarkan 1zin
Usaha Pertambangan Khusus Sementara Kepada PT Freeport Indonesia di Tinjau Dari

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

1. Sebelum memberikan izin atupun IUPK sementara kepada perusahaan yang

melakukan usaha pertambangan mineral di Indonesia, pemeritnah

seharusnya mempunyai sikap tegas terhadap Kontrak Karya yang menjadi
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sumber awal yang mempunyai kekuatan hukum yang sah. Perpanjangan
Kontrak Karya seharusnya bisa diganti dengan IUPK jauh sebelum IUPK
sementara dikeluarkan, ketidak tegasan dan sikap ketidak hati-hatian dalam
tindakan pemerintah yang menjadi persoaln klasik setiap era kepemimpinan
eksekutif. Mentaati peaturan perundang-undangan adalah cara agar
pemerintah dan PT Freeport Indonesia dapat terus bekerja sama tanpa ada
kepentingan masing-masing.

. Seharusnya PT Freeport Indonesia sebagai pemeggang Kontrak Karya
dengan itikad baik menyadari bahwa mengganti Kontrak Karya dengan
IUPK adalah keharusan yang harus ditaati terlebih telah diatur oleh peraturan
perundang-undangan, dan telah diberi kesempatan sampai masa kontrak
habis. Dalam hal ini juga PT Freeport Indonesia yang masih memeggang
Kontak Karya dan IUPK sementara diharapkan bisa lebih obyektif dalam
menjatuhkan keputusan, karena tindakan yang dilakukan PT Freeport
Indonesia dengan membawa sengketa ke pengadilan arbitrease internasional
akan menyebabkan masyarkat papua yang menajadi pekerja dan yang
bermukim di sekitar perusahaan akan mengalami kesulitan. Hal ini juga yang
diharapkan penulis menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil sikap
dan tindakan. Sehingga pemerintah dan PT Freport Indonesia tidak hanya
menjadikan Sumber Daya Alam sebagai lahan investasi, akan tetapi
memerhatikan tujuan uatamanya adalah mensejahtrakan rakyat Indonesia

dan khususnya papua.
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